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ABSTRAK

Menurut Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
Rumah Sakit di dalam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan kesehatan
harus memperhatikan fungsi sosial. Di dalam Pasal I butir 2 Peruturan
Menteri Kesehatan No378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi
Sosial Rumah Sakit Swasta, disebuthan bahwa Fungsi sosial Rumah Saki
swasta adalah bagian dari langgurg jawab yang melekat pada setiagp rumah
sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu
pasien khususnya yang kurang/tidak mampy untuk memenuhi kebutuhan akan
pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyatacnnya seringkali warga miskin
ditolak berobat oleh rumakh sakit, di rumah sakit manapun prosedur menerima
pasien rawat inap hampir serupa. Keluarga diharuskan membayar uang jaminan.

Untuk ity dilakukan penelitian dengan  identifikasi masalah sebagai
berikut: Bagaimara Kebiiakan Pereritah dalarn mengaur pelaksanaan fungsi
Sosial Rumah Sakit Swasta ? Dan bagaimana pelaksoncksanaan fungsi sosial
Rumah Sakit Swasta :7i Kota Bandung 7

Peneliian dilakukan dengan mengounakan metoda penelitian sebagai
berikur : Sifat Penelitian, deskriptif analitis dan pendekatan  yuridis normatif.
Teknik Pemilihan Sampel menggunakan Stratified Random Sampling dan cluster.
Teimik Pengumpulan Data dilokukan melalui  studi kepustakaan dan studi
lapangan. Lokasi Penelitian, Rumah Sakit Swasta di kota Bandurg. Teknik
Analisis data adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkarn  bakwa Kebijakan tentang
Pelakscnaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta dibuat  oleh Direkiorat

dikeluarkannya. Depkes Propinsi Jawa Barat hanya melakukan fungsi monitoring
den Evaluasi ( Monev ). Pemerintah tidak memberikan reward kepada RS Swasta
yang melaksanakan fungsi sosial Rumah Sakit. Rumah Sakit Swasta yang tidak
melaksanakan fungsi sosial dibertkan sanksi dalarn bentuk teguran. Peloksanaan
Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta juga fidek menjadi instrumen Akreditasi
Rumah Sakit Swasta.  Umumnya Rumah sakit swasta di kota Bandung telah
melaksanakan fungsi sosial rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasal 2
Permenkes RI No. 378 tahun 1993, yaitu menyediakan sejumlah tertentu tempat
tidur untuk perawatan kelas lll/kelas terendah, pembebasan - biaya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, pengaturan tarif pelayanan yang
memberikan keringanan bagi masyarakat yang kuwrang mampu, dan pelayanan
darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan vang muka, tetapi mengutamakan
pelayanan. Namun masih ada Rumah Sakit Umum Swasta yang menyediakan
tempat tidur kelas 11l / kelas rendah di boiah yang ditentukan.

iv
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BAB1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tidak
merumuskan pengertian  pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat (2) hanya
memberikan rumnsan pengertian mengenai upaya kesehatan, “ npaya kesehatan
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang .
di]aicukan oleh pemeﬁntah dan atau masyarakat” - | .

Pelayanan keschatan yang diselenggarakan baik oleh pemenntah maupun
peran serta masyarakat harus mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kepatutan.
Salah satu bentuk peran serta masyarakat dapat berupa sarana pelayanan
kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan
adalah sarana pelayanan kesehatan baik vang diselenggarakan oleh pemernintah
maupun masyarakat. Sarana pelayanan keschatan yang akan disoroti adalah rumah
sakit karzna rumah sakit mempunyai sifat dan karakteristik sebagai arganisasi
yang sang'ﬁt kompleks dan dapat mempunyai berbagai fungsi.

Pasal 57 ayat (2) UU No, 23 Tahun 1992 tentang kesehatannenyatakan
bahwa Rumah sakit diddlam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan”
kesehatan harus tetap memperhatikan fungsi sosial. yang diamaksud dengan
fungsi sosial adalah upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya
pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehsirn Ri. No.
523/Men Kes/Per/X /1982 tantang upaya pelayanan medik swasta, wenyatakan
bahwa “ Pelayanan medik swasta khususnya yang dilenggkapi dengan sarana
rawat tinggal harus menyediakan sekurang-kurangnya 25% dani jumlah tempat
tidur yang ada, bagi pelayanan rawat tinggal penderita yang kurang dan tidak

mampu “.

Keterlibatan pihak swasta tersebut tidak Jimaksudkan untuk
memperkaya din melainkan sebapgai salali satr upaya untuk melindung



masyarakat terhadap penyakit dan kesehatan. Di Indonesia rumah sakit-rumah
sakit swasta berbentuk yayasan atan perkurnpulan yang dulu tidak pernah
memikirkan masalah untung rugi karena semata-mata  didimkan untuk
kepentingan sosial dan kemanusiaan (  non profit / wirlaba). Saat ini
Rumah Sakit Swasta terpaksa barus berubah menjadi salah satu kegiatan
sosio-ekonami. Hal itu berarti bahwa rumah sakit tersebut dikelola secara
ekonomis agar dapat bertahan, tetap: fidak meninggalkan fungsi sosialnya

Rumah sakit swasta yang dikelola oleh yayasan dan perkumpulan
adalah badan hukum yang bersifat nirlaba, sehingga asumnsinya rumah sakit
swasta tersebut. tidak dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang
menjalankan perusahaan atau organisasi bisnis. Di sisi lain, secara objektif
seluruh proses pelayanan kesehatan di rumah sakit nemerlukan biaya tinggi.
Oleh karena itu, rumah sakit harus berusaha menmngkatkan pendapatan agar
dapat menutup biaya operasionalnya. Pendapatan ini terutamnz berasal dari
para pengguna yang menikma#ti jasa pela;yanan kesehaian rumah sakit, karena
tanpa da:z atau modal mmah saktt swasta tidak mampu survive. Adapun yang
perlu digarisbawahi adalah lembaga nirlaba, bukan berarti rumah sakit harus
merugi, namun surplus yang diperoleh dapat digunakan untuk fungsi sosial
rumah sakit. 3ehubungan dengen kondisi tersebut, sampai saat ini kesehatan
masih dipandang sebagai suatu yang saat mahal terutama di rumah sakit
swasta.'

Furgsi sosial rumah sakit belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh o
rumzh sakit swasta di Indonesia, beberapa contohnya antara lain :

“ Warga miskin ditolak berobat oleh rumah sokit, di rumah sakit
manapun prosedur menerima pasien rawal inap Fampir serupa.
Keluarga diharuskan membayar uang janminan, pada wmumnya
dimimta lima sampat sepuluh kali tarif haricn iainar perowatan.
Perubahan sistem agaknya harus diberlakukan karero bobot orientasi
Juga sudah bergeser yaitu-lebih mengulamakan profit dari pada
layanan sosial. Terbukti sgumlah rumah sakit pemerintah di
BUMNFkan dengan dalih agar pelacanan lebih  baik.  Seruan
pemerintah agar rumah sakit tidak menol~k pasien gakin  ( keluarga
miskin ) sampai hari ini perlu dibuktikcn kebenarannya. Bagi pihak
rumah sakit, seruan tersebul lidok realistis karena dana penggantian
obat memang tidak pernch jelas. Begitu pula proses dan persyaratan

! Jumal hukum, Peranan Huam dalam prakik kedokteran, volume 23- no.2 2004, him23



untuk mendapatken kartu miskin tidak realistis, setelah memiliks
kartiipun tidak ada jaminan kemudahan berobat*

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka timbul dilema
dalam pelayanan medik, di satu pihak pemerintah harus menghargai berbagai
upayz yang dilakukan dan bermanfaat bagl masyarakat. Dan di pihak lain
harus memberi kesempatan bagi terlaksananya konsep meuncari laba. Akhiroya
timbu} berbagai pemilaian dan arguinenfasi sehingga campur tangan dan
pengendalian oleh pemeﬁntah melalui peraturan hukum sangat dibntulikan.
Apalagi arah dan kebijaksaraan pemnbangunan di bidang hukum ditujukan
unfuk menetapkan dan mengamaukan pelaksansan pembangunan dan
hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih fnantap sehingpa setiap anggota
masyarakat dapat menikmat iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih
memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk
mencapal kemakmuran yang adil dan merata,serffa menumbuhkan dan
mengembangkan disiplin nasional dan r2sa tanggung jawab sosial pada setiap
anggota masyarakat. Di samping itu hukum harus benar-benar menjadi
pengayom masyarakat, memben rasa aman dam ienteram, menciptakan
lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipas) masyarakat
dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehai dan

. . 3
dinamis.

B.Pe¢rmasalahan
Berdasarkan latar belakang penelitian yang tclah diuraikan di atas, maka

perlu  dilakukan penelitin tentang kebjjakan dan pelaksanzan fungsi sosial
Rumah Sakit Swasta. Mengingat luasnya ruang lingkup kajian tersebut di atas,
pennasalahan yang akan dikagi dalam peneliban ini aicatast sebagat berkut
1. Bagaimana Kebijakan Pcmeritah dafam Menganur Pelaksanaan Fungsi
Sosial Rumah Szkit Swasta ? '
Z Bapamana Pelaksanaksanaan Funps! Sosia! Rumah Sakit Swasta di

Kota Bandung ?

% Harian Pos Kota, 30/7/2005
3 epocit, Wi 4



C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
1. Kebjjakan Pementah dalam Mengatur Pelaksanaan Fungsi Sosial
Rumah Sakit Swasta. |
2. Pelaksanaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta di Kota

Bandung.

D.Kontribusi Penelitian
Penclitian ini diharapkan dapat membetikan kontribusi dalam dua hal, yaitu :

1.Dalam bidang keilmuan _ _
Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan
ilmu hukum, khususizya ilmu hukum kesehatan, lebih khususpya hukum
kedokteran. Selain itu penelitian ini diharapkan pula dapat membuka jalan
bagi penelitian-penelitian berikutnya di bidang ilmu hukum kedokteran. Hal
ini diperlukan karena sebagai suatu institusi yang relatif bara herkemnbang di
Indonesia masih sangat &iperlukan kajlan-kajian mengenai hukum
kedokteran dari berbagal a::p.clc, terutama aspek hukwn yang saat im
dirasakan masih belum memada:i. Dan penelifian ini pula diharapkan muncuf
teori-teori hukum yang sesvai dengan pengembangan sistem hukumn
kedokteran.

2 Kepunaan prakts.
Diharapkan penelitian it dapat memberkan masukan kepada rumah sakit
sehingga ramah sakit mampu r:uenemukaﬁ bentuk dan model yang terbaik
untuk mefaksanakan fungsi sosialnya.

E. Kerangka Teori
a. Pengertian Rumah Sakit

Pengertian rumah sakit di Indonesia dapat ditelusuri melalui peramiran
pcmndang—undangan yang ada. Pasal 1 Pemenkes RI No. 159b Tahun 1988

tentang Rumah Sakit menyatakan bahiwa :

“ Rumah sakit adalah sarora upaya kesehatan, diantaranya
meliputi meyelenggarakan F2giatan pelayanan kesehatan,
serta dapat dimanfactkan uuk pendidikan tenaga kesehatan
dan penelitian.”



Dalam rangka penyelenggaraan kegiatannya, berdasarkan Pasal 3
Permenkes RI No. 159b Tahun 1988, rumah sakit dapat diselenggarakan dan
dimiliki oleh pemernntah atau swasta. Rumah sakit pemerintah dapat dimilikd
dan diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABR],
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN ). Rumah sakit swasta dimiliki dan
diselenggarakan oleh yayasan dan badan hukum Jain yang bersifat sosial, yaitu
pcrkurnpulan.4 _
Pasal 1 Peraturan Menteri Keschatan No. 378/ Menkes/Per/V/1993
Tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta, menyatakan :
“t Rumah  sdlgt masza. adalah mmaﬁ sakit  yang
diselenggarakan dan atou dikelola oleh yayasan atqu
perkumpulan sosial yang berbentuk Badan Hukum dan
Badaon f:'ukum lain, serta rumah sakit BUMN yang melayani
umum.

. Pengertian Rumah Sakit Umum, yaitu :

“ rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua
jenis penyakit dani yang bersifat dasar sampai dengan
subspesialistik.”

Rumah sakit Khusus hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan
berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu tertentw.®

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan
menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk niasyarskat yaitu pelayanan
kesechatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup
pelayanan medik, pelayanan pepunjang medik, rehabilitasi medik dan
pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat
darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap. Peizvanan ramah sakit kemudian
bergeser karcna kemajean ilmu pengetahvan khususnya teknologt kedokteran,
peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayan keschatan di RS
saat ini tidak saja bersifat kwatif { penyembuhan ) tetapi juga bersifat
pemulthan { rehabilitatif ). Keduanya dilaksanakan secera terpadu wmelalu
upaya promosi kesehatan ( promotif } dan pencegahan ( preveatif ). Dengan
demikian, sasaran pelayanan kesehatan RS bukan haoya untuk individu

* Jurnal hukum, op.cit, hlm. 26
* Fred Ameln, Kopita Selekta Hulaon Kedokierana, Grafikatarna Saya hlny 69




pasien, tetapi juga berkembang ymtuk keluarga pasien dan masyarakat umurn.
Fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang dirawat sebagai
individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan
kesehatan di RS mernupakan pelayanan kesehaten yang paripuma
(komprehensif dan holistic ).5
Pelayanan RS di Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat
karyadan padat teknologi dalam menghadapi persaingan global. Dalam hal
rujukan medik, RS juga diandalkan nntuk memberikan pengayoman medik (
-pusat rujukan ) untuk pusat-pusat pelayanau yang ada di wilayah kerjanya.
Sifat pengayoman sangat erat kaitannya dengan klasifikasi RS.’ _
Klasifikasi rumah sakit meourut Permenkes RS Umum No.
1598/Meukes/I/1988 dan Permenkes RS Swasta No. 860B/SK/XIV1987,
adalah sebagai berikut :
1.Klasifikasi Rumah Sakit Umwum Pemerintah.
a. Kelas A yang mempunyai fasilitas dan kemampuan. pelayanan medik
spestalistik luas. )
b. Kelas B.Il yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik luas dan subspesialistik terbatas.
c. Kelas B yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelavanan medik
spesialistik sekurang-kurangnya 11 spesialisuk
d Kelas C yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesilaistik sekurang kuranguya spesialistik empat dasar lengkap.
e. Kelas D yang mempunyai fasilitas dan kcmampuaﬁ sekurang-
kurangnya pelayanan medik dasar.
2. Klasifikasi Runah sakit Umum Swasta
a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratz:2, yang rsemberikan pelayanan
medik bersifat umum.
b. Rumsh Sakit Umum Swasta Madya, yang memberikan pelayanan
| medik yang bersifat umum dan spesialistik dalam empat cabang.
c. Rumah Sakit Umum Utama, yang memberikan pelayanan umum

medik bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik.

§ A A. Gde Muninjaya, Mardajemen Ki eseharan, E-<i 2 Penerbil Bukv Kedokteran, 2004, him

© 220
7 ibid.



Hubungan yang timbul dart tiap-tiap kelas kKlasifikasi tersebut dalam
pemberian pelayanan kepada pasien, melalui rujukan upaya kesehatap.
Rujukan upaya kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesebatan yang
mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masatah
kesehatan, baik secara vertikal mavpun honzontal.

Fungsi Rumah Sakit
Berdasarkan Pernmenkes No. 159b/Men Kes/Per/1 1/1998, nunah sakit berfungsi
untuk : '
1. Menyediakan dan menyelenggarakan :
Pelayanan mcdik

- B

Pelayanan penunjang medik -

Pelayanan perawatan

o

Pelayanan rehabilitasi

o a

Pencegahan dan peningkatan keschatan.
2. Tewnpat pendidikan dan atau fatihan tenaga medik dan para medik.
-.3. Tempat peneltian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang
keschatan.

Berdasarkan fimgsi tersebut, umah sakit dalam memberikan pelayanan
keschatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesual dengan klasifikasi rumah
sakit Jenis tenaga kesenatan yang ada dapat dibagy atas :

a. Tenaga keschatan saijana:
Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, sarjana perawat, dan
lain-lain.

b.Tenaga kesehatan bukan sajana :

Perawat, ahli gzi, asisten apoteker,dan lam-lain.

b. Fungsi Sosial Rumah Sakit _ _

Menpurut Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang keschatan, rumah
sakit di dalam menjalaiikan kepiatznoya berupa pelayanan kesehatan harus tetap
memperhatikan  fungsi sosial.

Di dalam Pasal 1  ©butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan
No.378Mcnkes/Per/¥/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Scsial Rumah Sakit

Swasta., discbutkan bahwa:



“ Fungsi sosial umah sakit swasta adalah bagion dari
tanggung jawab yang melekal pada setiap rumah sakil, yang
menpakar: ikalan moral dan etik dari nanah sakit dalam

. membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk
memenuté kebutuhan akan pelayanan kesehatan.”

Butir 3, menyatakan :

“  Gulongan musyaraka! yang kurang mampu adalah
masyarakkal yang penghasilamya hanya cukup  untuk
memenufii kebutuhan dasar minimal. ™

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 378/Menkes/Per/V/1993,

pelaksanaan fungsi sosil rumah sakit swasta adalzh sebagai berilt :

a.

™

Disediakannya dan digunakannya sejunlah tertentu dari tempat tidur untuk
perawatan kelas 1 kelas terendah.

Pemhebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan  bagi .
masyarakat yang kunng mampu,

Pelayanan Gawat damirat dzilam 24 jam tanpa mempersyaralkan uvang muka,
tetapl mengutamakat pelayanan.

Melaksanakan kegalen yang berkaitan dengan program-program pemorintah -
dalam bidang kcschatan

Keikutsertaan dalam penangpulangan bencana alam nasiozal ataupun lokal

dan melakukan bakti sosial, sejalan depgan misi kemapusiaannya.

¢. Badan Hukvm Rumah Sakit.

Ruimah sakit sebagai salah saty bentuk sarana kesehatan, di dalamnya

terdapat tenaga profesional yang melakukan kematannya seyogyanya diberi wadah

badan hukum. Malam lalv lintas perhubunga:: Wukur antara remah sakit dengan

pasien sebagai anggota masyarakat dan sebagai sistemn sosial, nunah sakit

merupakan organ yang mempunyai kemandinan untuk melakwkan perhubungan-
perhubungan hukum denganpenuh tanggung jawab. Dalam hal dernikian ini rumah
sakit bukan merupakan *“ persoon “ yang terdiri dan manusia ( sebagai natuurlifk
persoon ), melainkan rumah sakig diben kedudukan hukum sebagai “ persoon
lam. Oleh karena itu Kumah sakdt inerupakan < rechispersoors”™. Hukumlah yang



telah menjadikan rumah sakit sebagat “rechispersoon “ dan karena itv pula rumah
sakit dibebani hak dan kewajiban menurut hulonn.®
Secara singkat dibertkan status sebagai “persoon” kepada rumah sakit swasta
oleh hukum sehingga berfungsi sebagai badan hukum ( “rechtspersoon” ). Untuk
sumah sakit swasta umumnya dituangkan dalam scbual akta pendirian yayasan.’
Dalam kaitannya dengan rumah sakit, bila diberi bentuk wadah hukum
yayasan, maka organ yang mengclola ruinah sakit itu adalah pengurus yang untuk
pertama kalinya ditunjuk dan ditentukan oleh pendini yayasan tersebut. Organ yang
dikelola pengurus yayasan ini biasanya terdini dari orang-orang yang untuk pertama
kalinya mencetuskan ide pendman sebnah ruinah sakit, dan dlbeberapa rumah sakit

- swasta merupakan organ yang mempuuym kewenangan tertinge;. '’

~ d.Hubungap Hukum Antara Rumah Sakit dengan Pasien.

Hubungan pasien dan rumah sakit adajah juga hubungan antare subvek
hukum dan subyek hukum. Diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata dan
memenuhi hrbungan yang mengatuy tentang hak dan kewajiban para pihak.

Pasien sebagai penerima jasa pelayanman kesehatan dan 1umah sakit sebagai
pemberi jasa pelayanan keschatan dalam bidapg perawatan kesehatan. Terdapat
hubungan yang diatur oleh perjanjian / kontrak. Rumah sakit berkewajiban unmk
memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran/standar perawvatan
kesehatan. Pada mumah sakit yang mempunyai “dokter in , maka ramah sakit selain
menawarkan jasa perawatar kesehatan juga jasa pelayanan kesehatan “ dokter in .
Pada rumah sekit yang tidak mempunyai “dokter In ©, hanya “dokter out *, maka
antara pasien dengun rumah sakit terdapat sebnah perjanjian dan antara pasien dan

dokter terdapat sebuah perjanjian pula.'*

d.Tugas dan tanggung jawab pemerintah _
Dalam hnbungannya dengai hak asasi mauusia, persoalan mengenai kesehatan
ini di negara kita diatur dalam 1 No. 23 Tahun 1992 tentang keschatan, Pasal 4

tenyatakan ;

® Hermien Hadiati, Hrdum untuk Fervmahsakitan, Citra aditya Bakti, Bandung,2002.him 89
® ibid, him.S0
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“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperolebh

derajat keschatan yang optimal “

Sehubungan dengan hak atas keschatan tersebut yang harus dimilika oleh
setiap orang, negara memberi jaminan untuk mewujudkannya. Jaminan ini antara
lain diatur dalam Bab IV mulai pasai 6 sampai Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1992
tentang keschalan pada bagian fugas dan tanggung jawab pemerintah. Pasal 9 juga
menegaskan bahwa Pemerintalh bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyaral'ca\t.]2

F. Metode Penelitian
1. Sifat Penclitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menear data seteliti

mungkin dan secara lengkap karakteristik tentang suatu keadaan atau gejala-
. gejala yang dapat membantu memperkuat teon lama untuk membangun teori
baru mengenai Hukum Kesehatan terutama tentang Hukum Kedokteran.
Penelitian 1ini menggunakan bantuan paradigma ilmu sesial
positivisme. Menurut paradigma  positisistis, konsep utama yang
dikembangkan adalah konsep bebas milai, memisahkan dengan nilai dan
bersiiat impersonal. Pengeiatwan dieiptakan mielalui observasi empiris yang
dapat diuji secara ketat. Data disebut objektif jika dapat diuji dengau model -
model teori yang sudah ada. Semua kegiatan pengumpulan data,
penyempumaan data, korelasi data, hipotesa dan pengembangan model-model
penelitiannya diarahkan untuk menguji teori yang &idasarkan pada logika-
logika tersruktur secara keioi. Mernurut paradigma positivisme peran peﬁeliti
pada uroumnya selalu berusaha mencmpatkan din sebagai peneliti yang secara
subjektif harus berada di luzr proses-pruses sosial. Sehiugga peneliti dapat
menangkap 1su-isu penting dalam masyarakat. Tugas ilmuwan adalah
mendeskripsikan dan men;jclaskan fakta dan tidak mencampuri apa yang
| seharusnya dilakukan. |

' Abdul waheb Bakri, Capitg Selecta Hikum Medik, Falultas Hukum Utisba, Bandung,
19938, him.5
B F X Adi Samekto, Studi Huawn Kritis | Kritik terhadap Hulum Modern, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, him.60
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2, Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pepelitian yuridis normatif, khususnya
untuk meneliti inventarisasi hukumn dan asas-asas ludamn tentang fongsi sosial
rimah sakit swasta. Sesuai dengan pendekatan yuridis mormatif, penelitian
diutarnakan pada data sekunder yang dilakukan melalui kepustakaan ( fibrary
reseochy. Data primier berupa hasil penelitian lapangan ( ficld research )

digenakan untuk menduknng data pustaka.

3. Teknik Pemilihan Sampel

Dalam penelitian int tekaik pemilihan sampel menggunakan Stratified
Random Sampling. n dalem strarified random sampling, suam populasi yang
beranggotakan N unit atau N anggota, dibagi lebih dahuiu atas beberapa sub
populasi. Sub populasi tidak boleh overlapping, Masing-masing sub populasi
tersebnt dinainakan stratum. Strarified rondom sempling dilakukan dengan
cara menklasifikasikan seloruh Rumah Sakit yang ada di kota Bandung
berdasarkan bentuk pelayanan yang dibenkannys, masa berdinyz, benfuk
badan hukum penyelenggaranya, dan klasfikasi berdasarkan Pernmnkes dan
cluster ( lokasi ).

Setelah dilakukan stratifikasi dan clusterisasi, dilakukan penentuan
sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemiliban sekelompok
subyek didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang dipandang meipunyai sangkut
paut yang erat dengan ciri-cirl atau sifat-sitat populasi yang sudah diketahui
sebelumnya untuk mencapai fujuan tertentu™! Penelitian ini dilakukan ke

Rumah Sakit-Rumah Sakit Swasta yang ada di kota Bandung,

4. Teknik Pengumpuian Data _
Sesuai dengan pendekatan penelitian yuridis nommatif yang merupakan
penelitian hukum kepustskaan'® data dipercleh dari data sckunder, makz
penginmpuian data dilakukan dengan menggunakas tekntk sebagai berkont :
a. Studi dokumen dan studi kepustakaan ( Library Research)

¥ Soerjono Sockanto, Pencliiai ;{u'm= Normatif; Suaty Tinjauan Singkat, Raja Grafindo
Persada, Jzkartz,1995, hlm.23
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Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekumder berupa : bahan
hulkurn primer, baban hukum sekunder dan bahan hukuwm tertier.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research)

Untuk mencar data guna mendukung dan menunjang daia sekunder
yang telah diperoleh pada studi dokumen dan kepusiakaan, diperiukan
studi lapangan ke Rumsah Sakit-Ruinah Sakit Swasia yang berada di
kota Bandung, untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Sosial di Rumah
Sakit Swasta di Kota Bandung. Selam itu dilakukan penclitian ke
Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Penelitian terbadap
Rnmah Sakit Swasta digurakan alat berupa kuesioner. Penelitian

tethadap pejabat Depkes dilakukan mclalu;' wawancara.

5.1 okasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan lokasi penelitian di Rumah Sakit

Swasta di kota Bandung.

6 Teknik Analisis data .
Setelah datz terhimpun baik data sekunder basil studi kepustakaam,

miatipun data primer hasil studi lapangan yang diperoleh secara langsung,
semus data tersebut diolab dan diklasifikasikan untuk diteliti data mana yang
relevan dengan penelitian ini, data mana yang betul-betnl akurat dan dapat
dipenanggung jawabkan scrta data mana yang diragukan schingga harus
diabaikan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan
permasalahan penelitian tntuk dranalisis.

Sebagai suatu penelitian hukum nermatif, yang mempergonakan data
selunder dan penelitiannyz pada amymmnya bersifat deskriptif dan eksploratif,
analisis dilakukan secara kuaiitanf. Dalam analisis kualitatif penerapan pola
penclitian dapat iebih bebas, dan lebih menekankan pada segi abstraksi.'®

'* Sugiplo, Bahar Penataran dan Lokakarya : Menyimak wangPenelitian Fukum.



BAB I
Aspek-Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit

A. Timbulnya ﬁubungan Hukum dalam Pelayanan medik

iveningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan antara Iain
disebabkan sernakin menngkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan, memngkatnya perhatian techadap hak yang dimiliki manusia untuk
mempercieh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang
ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih
Juas dan.mendalaﬁl tethadap manusia. Adanya Spesialisasi dan pembagian
keja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan
kerjasama dengan pertamggungiawaban diantara sesama pemberi bantuan dan
pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukkan lembaga
pelayanan kesehatan."’

Perbuatan yang dilakukan oleb para pelaksana pelayanan kesehatan
sebenamya merupakan perbvatan hukum yang mengakibatkan timbulnya
bubungan hukum, walaupun hal tersebut sering kali tide% disadan oleh para
paiak'sana pelayanan keschatan pada saat dilakukannya perbuatan yang
bersangkutan. Pelayanan keschatan 1u sebenamya tidak hanva meliput
kegiatan atan aktivitas profesional di bidang pelayanan kuratif dan preventif
mmfuk kepentingan perorangan, felapt juga melipui misalnya lembaga
pelayanannya, sistem kepengurusannya, pembiayaannya, pengelolaanya,

tindakan pencegahan vmum dan penerangan. 18

1. Pengertian pelayanan kereuatan
Pelayanan kesehataii ( heafth care services ) merupakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkainan demjai  kesehatan baik
nerseorangan -maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.
Menunit Lavey dan Loomba, yang dimaksud dengen pelayanan kesehatan

adalah :"°

17 Veronica Komalawati. Srrnal Hukum Bisnis, Volone 23 No. 2 Tahun 2004, him. 17

2 foc. cit.
¥ loc.cit.
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«  Setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri alay bersama-
sama daolam organisasi umuk meningkatkan dan memelihara
kesehatan, mencegah penyakif, mengobati penyakit, dan
memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan,
kelompok atau masyarakal.”

Pengertian pelayanan kesehatan tidak ditemukan dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, undang-undang hanya mesumuskan mengenal
upaya kesehatan di dalam Pasal 1 ayat ( 2 ), yang berbunyi : Upaya keschatan
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keschalan yang
dilakukan oleh pemernintah dan / atau masyarakat. _

Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang

C

Kesehatan dinunuskan bahwa :

“Untuk mewujudkan derajat keschatom yang optimal bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan
pendekatan pemeliharoan, peningkatan kesehaian ( promotif ),
pencegahan penvakit ( preventif” ), penyembuhan penyalkit
(kuratif” ), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif } yang
dilaksanakarn secara  menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan. ©

Pengertian masyarakat mencakup perseorangau, keluarga, kelompok
masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan Berdasarkan pengertian
tersebut dapat dipahami bahwa pelayaan kesehatan banyak macampya.
Secara umum pelayanan kesehafan dibedakan menjadi dua macam, yaitu
pelayanan kedokteran . medical services )} dan pelayanan kesehatan
mayarmkat ( public health services ).

Kedna pela}'anan'kgsehatan tersebut mempunyai ciri-cin tersendiri.
Secara wmuin pelayaﬁan kesehatan dapat diselenggarakan secara tersendin
dengan fujuan utamaz:iga adalah untuk mengobati ( kueratif ) penyakit dan
memnlihkan ( rehabilitatif ) kesehaian serta sasaran ntamanva
adalah perseorangan, sedangkan pelayanan kesehatan masyarzikat_ lunnya
diselenggarzian secara bersama-sama dalam sebuah crganisasi bahkan harus
mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran
utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan *®

® ibid, hiss 18
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Istilah ain den pelayanan kedokteran adalah pelayansn medik. Oleh
karcna itu, pelayanan medik mepcakup semua upaya dan kegiatan berupa
pencegahan ( preventif ), pengobatan ( kuratif ), pepingkaian { promotif ),
dan pemulihan ( reaabriitatif ) kesehatan yeng dilaksanakan atas dasar
hubungan mdividual antasa para ahli di bidang kedokteran dengan individu
yang metnbutubkannya.

Baik pelayanan kesehatan manpun pelayan medik mempunyai tujuan
yang sama, yaitw memenuhj kebumthan individu atau masyarakat untuk
mengalasi, menetralisast  atau menormalisast scmua  mesalah  afau
penyimpangan terhadap keadaan keschatun yang nommatif.

Felayanan medk sebagai bagian dart pelayanan kesehatan, banyak
pﬁla nacamnya baik berupa pellayallan rawal jalan { ambulatory services )
maupun berupa pelayanan rawat tnap | hospritalization ).

Menurut Feste, ada dua macam pelayanan rawat jalan, yaitu '

I Pelayanan rawal jalan klink Rumah Sakit

Bentuk pelayanan rawat jalan yang disclenggarakan oleh klinik
yang ada kaitannya dengan rumah sakit ( Aospital based
ambulalory care ) yang dapat terdin atas:

a. Pelayanan gawat danwral ( emergency services }, vaitu
untuk  mepangani  pasien  yang — membutulkan
pertolongan segera.

b. Pelayanan rawat jalan Paripwma ( comprehensive
hospital outpatient services ), yaitu yang memberikan
pelayanan kesehiatan paripurna sesuai dengan kebutuban
pasien. _

C. Felayanan vujuken ( refferal services ), yailuz yang
hanya melayam pasien yang dinguk oilch saranz
kesehatan [ain. Bizsanya untuk diagnosis atau terapi,
sedanpkan pemwa{an selanjumya ictap ditangani clch

sarana keschatan yang merujuk.

2 be.cit,
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d. Pelayanan bedah jalan ( ambulatory surgery services ),
yaitu yang memberikan pelayanan bedah yang
diputangkan pada han vang sama.

2, Perawatan Rawat Jalan Klintk Mandin.

Bentuk pelayanan rawat jalan ini diselenggarakan oleh klinik
mandin, yaitu yang tidak ada hubungan organisatoris dengan
rumah sakit. Klinik mandini dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu ;

a. Klintk Mandin Sederhana, contohnya ; praktik dokter
“umum dan / atau prajctik dokter spesialis secara
perseorangan, termasuk praktik bidan.
b. Khnik Mandisi Institusi, misalnya : praktik bersama,
pohiklimk, BKIA.
Di samping i berdasarkan sifat pelayanannya, jenis pelayanan
kesehatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu

a. Pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan vyang bersifat
preventif dan kuratif yang diselerqggarakan khusus votuk dird
sendiri dan untuk lingkungan sekitamya demi peningkatan
kesehatan dan pelenyapan ancaman gangguan kesehatan,

b. Pelayanan ambulatory atau eksframural, yaitu pelayanan
kesehatan spesialistis dan non-spesialistis. Dalam hal ini, pasien
memperoleh pelayanan kesehatan di sebuah lembaga élau di
rumahnya tanpa opname.,

c. Pelavanan imtramural, yaitu pelayanan medis woum dan
sposiaiishs di dalam lembaga di mana pasien mendapat rawat

inap dan pelayanan di berikan oleh pelbagai Rumah Sakit Umum.

2. Dzsar hukum hubungan pelayanan scedik
Hukum Perdata secara sederhapa dapat diartikan sebagai hukum
yaug mengatur kepentingan-kepentingan subyek hukum dalam kedudukan
hukum yang sederajat. Subyek hulkam dalam hal imi dapat berupa : Orang
percsangan ( natuurlijke personen ) dan Badan-badan hukum ( rechts

personen ).

16



Hubungan yuridis antara subyek-subyek hukum ferjadi dalam
keadaan sejajar, berarti tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih
rendah. Hal ini tidak seperti dalam hukum publik, misalnya hukum
pidana?

Dalam kaitannya dengan Hukum Kesehatan, hubungan dokter
dengan pasien secara yurtdis dapat terjadi karena dua hal, yaitu 2

1. Berdasarkan perjanjian ( ius contractu )

Ini adalah bentuk biasa, dimana seorang pasien datang dengan sukarela
ke rumah sakit atan tempat prakiek dokter. Dalam hal ini dapat dikatakan
bahwa terjadi suatu hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien atas
kehendak bebas. Praktik dokter dan rumah sakit sudah- diketahui umwm
memang menyediakan  dint urtuk membenkan pelayanan medik

Timbulnya tuntutan terhadap dokter atau ruinah sakit disebabkan Karena

13 (21

menurst pendapat pasien terdapat “ wanpestasi “ di dalam pelayanan
medik yang diberikan.

Seorang dokter dapat dituntuf berdasarkan wanprestasi dalarm tiga hal,
yaitu apabila : _'

1. udak melakuk;m; _

2. terlambat melakukan; — apa yang diperjanjikan

3. salah melakukay _

Sebaliknya dokter atan mmah sakit pun dapat menuntut seorang

pasien berdasarkan wanprestasi apabila ia tidak membayar honor dokter

atau melunasi rekening ramah sakit.

2. Berdasarkan Undang-undang ( ius delicto )
Ferledian dengan fus confracru 1alah bahwa pada fus delicro

ndak ada  yang dinamakan pefjanjian terapeutik, namun menurut
ketentuan Hukum Perdata, suatu tirdakan atau non tindakan dari seorang

yang mengakibatkan kérug;ian kepada orang lain, dibaruskan untuk

2 Agus Hariadi, Penelition rentang Aspek Hukun Pelayanan Kesehatan di Lapangan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemnen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001,
hlm. 10

27 Guwandi, Erika dan Hukum Kedokreron, Fakultas K cdoleran Universitas Indonesia,
Jakarta, 1991, hlm.44
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membeni ganti kerugian. Ketentuan ini terdapat pada KUHPerdata Pasal

1365, yang berbunyi :

“ Setiap tindakan melanggar hukwm yang mengakibatkan
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
kesalahannya menyebabkan kerugian itn, untuk mengganti
kerugian tersebut”,

Pasal 1365 KUHPerdata 1ni terkenal dengan nama “onrechtmatige daad”
atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu
tindakan atau non tindakan yang atau melanggar hak orang lain, atau
bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan yang
dianuti dalam pergaulan masyarakat tethadap orang lain atau barangnya 2*

Peraturan ini berlaku umum, terhadap semua orang dan juga berlaku
terhadap dokter, rumeh sakit, perawat, bidan serta tenaga keschatan lainnya.
Dalam konteks hukum kedokteran dapat diambil contoh : Tmdakan atau non
tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter di Umt Gawat Darurat terhadap
pasicn kecelakaan. Apabila pasien yang dalam keadaan gawat darurat tidak
diberikan pertolongan dan dibiarkan saja schingga meninggal, maka hal ini
menwut hukum perdata dapat dianggap melanggar KUHPerdata Pasal 1365
tadi. Dasar peuuntutan menurut kepustakaan Ilmu Hukum adalah berdasarkan
“qus delicto © seperti diterangkan di atas.”’

Dalam hal kasus semacam ini tidak ada kchendak bebas dar pasien untuk
mengadakan hubungan terapeutik dengan dokter. la dalam keadaan tidak
sadar, schingga tidak dapat dibertkar informasi untuk diminta persetyjuannya
untuk dilakukan suatu operasi. Atau secara yuridis; kepada-pasien tidak dapat

™ Wigone Prodjedikoro memberikan pengertian sifat perbuatan melanggar hukum ialah
bak - perbuatan iiu mengakibatkan kegoncangan datam neraca keseimbangan dari
masyaraka: Dan kegoncangan ind tidak hanya ferdapal apabila peraturan-peraturan hukum
dalam suatu masyarakat dilanggar ( Iansung ), melainkan juga, apabila perawran-peraturan..
kesusilaan, keagarnaan, dan sopan saniwi dalam mo.y2rabkat dilangear ( langsung ). Wirjono
Pradjodikero, Perbuman Melangear Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1984, him.13.
Syarat-syarat suatu perbualan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ialah :
L. Hanss ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini ba: yang bersifat positif
mavpun yang bersifal negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan ite harus melawan hokum
3. Adakerugian
4. Ade hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itw dengan kerugian
5. Ada kesalahan ( schuld ).
Dapat dilthat pada buke karangan Mariam Darus Badrulzaman, K U H Perdaia Buku IH
Huk.:: Peiikatan dengan Penfelasan, Alumni, Bandung, 1993, him. 146
B 3, Guwandi, op. cit., him45.
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dimintakan informed consent™ Kalau tidak ada anggota keluarga dan juga
tidak dapat dihubungi ushuk minta persetujuannya, dan jika dokter harus
segera melakukan operasi untuk menyelamatkan jiwa atan anggota tubuhnya
{ life- or limbsaving ), maka ia harus segera bertindak.

Dalam hal ini pasien dianggap telah memberikan izinnya untuk dilakukan
tindakan medik ( operasi ) untuk menolong jiwanya. Ini apa yang dinamakan
implied consen”’t, yaitu consent yang dianggap juga akan diberikan oleh

pasien seandainya 1a berada dalam keadoan sadar.

3. Hak-Hak dan Kewajiban—Kewz_ljiban Pasien dar Dokter

Hak- Hak Pasien
Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber

dari hak dasar individual dalam bidang keschatan, the right of self
detennination, meskipun sebenamya sama fundamentalnya, hak atas
pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hubungan
dokter- pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih lemah.
Kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi
pelayanan kesehatan menyebabkrn  timbulnya kebutuhan  untuk
mempemmasalabkan hak-hak pasien dalem mengbadapi para profesional
kesefatan.
Berikut ini dikumpulkan hak-hak pasien yang terdapat di dalam

literatur hukum kesehatan

1. Hak untuk memperoleh informasi

2. Hak untuk memberikan persefujuan

3. Hak afas ranasia kedokteran

* Dalam Permenkes RI No. 585/ MEN KES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan
Medik yang dimaksud dengan : _
a. Persewjuan tindakan medik / yormed Consent adaiah perssiujian yang dibesikan
oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengendi tindakan medik yang
akan dilakukan terhadap pasien tersebut. :
b.  Tindaken medik adalah suaty tindakaz yang dilakukan terhadap pasien berupa
dingnastik atau terapentik.
7 Informed Consent dapat berbentuk :
a. Dengan snatu pernyataan ( expressed ) : dapat secara lisan , dapat pula secara tertulis
b. Dianggap dibesikan ( implied ar racir consent } . dalam keadaan biasa dan dalam
keadaan pawat darurat.
tihat, 3 Guwandi, Rahasio Medis, FKUL Jakana, 2005, him. 38
B Dewary Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedolteran | Bina Rupa Aksara, Jakarta,
1995, him 57.
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4. Hak untuk memilih dokter

5. Hak untuk memilih sarana kesehatan

6. Hak untuk menolak pengobatan / perawatan

7. Hak untuk menolak tindakan medis tertentu

8. Hak untuk menghentikan pengobatan / perawatan
9. Hak atas *“ second opinion

10. Hak “ inzage “ rekam med:s

11. Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Kewajiban- Kewajiban Pasien _

Pasien atau kéluarganya mempunyai kewajiban-kewajiban
yang harus dilakukan untuk kesembubannya dan sebagai imbangan darni hak-
hak yang diperolehnya. Kewajiban tersebnt bisa dikelompokan menjadi
kewajiban terhadap:

a. Dokter
1. Membenkan informasi, berupa anamnesis meugenai keluhan
utama, keluhan tambahan, nwayat penyakit. Juga kerjasama
pasien diperlukan pada waktu dokter melakukan pemerikasaan
fisik misalnya apabila timbul perasaan tertentu sewaktu
diperiksa, pasien harus memberitahu dokternya. Dengan
demilian dokter dapat lebih tepat menegakkan diagnosis
penyakitnya. -
2. Mengikuti petunjuk atau nasihat untuk mempercepat proses
kesembuhan.
3. ismberikan honorarium
b. Rumabh Sakit
1. Mentaati peraturan RS yang pada dasamya dibvat dalam rangka
menunjang upaya penyembuh'c;h pasieu-pasien yang dirawat,
misalnya jam kurjungan keluarga, kerabat, kebersihan, dll
2. Melunasi biaya perawatan.

Hak- Hak Dokter
Sebagaimana lazimnya suatu penikatan, perjanjian medis pun
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memberikan hak-hak tertentu bagi dokter, yaitu

1. Hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis.

2. Hak menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat
dipertanggungjawabkannya secara profesional.

3. Hak menolak melakvkan tindakan medis yang bertentangan dengan
hati nurzninya.

4. Hak untuk memilih pasien

5. Hak untuk mengakhin hubungan dengan pasien apabila kerjasama
sudah tidak dimungkinkan lagi.

6.. Hak atas privacy.

7. Hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyakitnya.

8. Hak atas suatu fair play.

9. Hak untuk membela diri

10. Hak untuk menerima honorium

1). Hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasiennya di
pengadilan. '

kewajiban-kewajiban dokter terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kewajiban yang timbul dan sifat perawatan medis di mana dokter harus
bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan pafaktik
kedokterannya secara lege artis. '

2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-
hak asasi dalam bidang kesebatan

3. Kewajibaz yang berhubungan dengan fungsi sosiai pemeliharaan
kesehatau. [ sim dokter harvs memperntimbangkan penulisan resep obat-
obat yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira sama dan
tidak meuulis resep obat yang fidak benar-benar diperlukan. Keputusan
untuk merawat pasien di runzh sakit dilakukan dengan antara Iam melihat
keadaan sosial ekonomi pasien dan kebntuhan pasies-pasien lain yang

lebth memerivkan perawatan

2 ibid, hlm. 82.
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B. Rumah Sakit sebagai Badan Usaha Pelayanan Keschatan

1. Pengertian rumah sakit

Rumah sakit di Indonesia merupakan spatu sarana upaya
kesehatan, yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan di Rumah Sakati merupakan kegiatan pelayanan

berupa pelayanan rawat jalan, rawat ngriap, dan rawat gawat darurat

yang mencakup kegiatan pelayanan medis manpun perunjangnya. Di

samping itu, rumah sakit dapat dimanfaatkan bagt pendidikan tenaga

kesehatan maupun penelitian.

Pemikiran- dasar pengabdian rumah sakit di Indonesia telah
dirumuskan dan disahkan dalam kongres HI Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (PERSI ). Pokok-pokok pemikiran iersebut adalah :*°

Rumah sakit sebagai salzh satu instilusi pelayanan kesehatan di dalam
negara yang berfaisafah Pancasila telah berkembang menjadi suatu nnit
sosio-ekonomi yang makin kompleks dan perlu dikelola secara
profesional, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi
peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya

Pelayanan kesehatan itu sendini pada dasamya merupakan suatu
pengabdian kepada kepentingan masyarakat banyak dan tidak dapat
diartikan sebagal suafu unsur mencanl keuntungan pnbadi atau
golongan.

Atas dasar pemikiran tersebnt di atas, maka hendaknya Rumah Sakit di
Indonesia dapat dipergunakan sebauyak-banyaknya uniak kepentingan
masyarakat banyak.

Menurut perumusan WHO yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah :

".... suatu usaha yang menyvediakan pemondokan yang memberikan
Jasa pelayanan medik jangka pendek don jangka panjang yang
‘erdiri atas lindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan
rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan
winrtk melahirkan, Di samping ifu dapat juga menvediokan atau tidak
menyediakan pelayanan atas dasar berobat jalan kepada pasien
yang dapat langsung pulang .

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R1 No.

159b/MEN.KES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit, bahwa :

W

Caoeyono Soekanto, Segi-Segl Hukum Hak dan Kewajiban Pasien, Mandar Maju, Randung,

1990, him.64.
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“  Rumah Sakit adalah  sarana  upaya keschatan yang
menyelenggarakan kegiatan  pelayanan  kesehatan serta  dapat
dimanfaatkaon untuk pendidikam tenaga kesehatan dan penelitian *.

Jtulah sebabnya, rumakh sakit adalah salah satu sarana kesehatan yang
disebutkan di dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Talun 1992 Tentang
Keschatan. Menurut Pasal 57 ayat (2), bahwa rumah sakit sebagal sarana
keschatan yang dapat diselenggarakan baik cleh pemerintah dan atau swasta
ite, dalam penyclengparaan kegiatannya harus memperhatikan fungsi sosial,
yaitu harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan
masyarakat yang kurang oampu dan tdak semata-mata  mencad
keunfungan. Menurut Pasal 58 ayal (I), sarana kesehatan tertentu yang
dimiliki swasta hatus berbentuk badan hukumn. Hal ini dimaksudkan agar
adanya kepasttan nsaha, kemudahan pengawasan dan penyelenggaréan
usahanya, karena suatu uszha yang dilz'd-:ukan olch badan hukum akan lebih
jclas pertanggungjawabannya. Apalagi, dewasa ini bisnis di bidang jasa
pelayanan kesehatan semakain meningkat di Indonesia, dan pemerintal juga

telah memberikan kemudahan investasi di bidang upaya kesehatan.?!

2. Klasifikas? rirmah sakit

Penyelenggaraan rumal sakit sesuar dengan peraturan perundang-
undangan yang ada, dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
Berdasarkan pelayanan yang diberikan dapat dibedakan atas Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Pengertian Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memnberikan
pelayzuun kesehatan semua jenis penyakit dar yang bersifat dasar sarnpai
dcogan  subspesialistik, sedangkan rumali  sakit  khusus  hanya
menyelenggarakan pelayanan keschatan berdasarkan jenis penyakit tertentu
atau disiplin ilmu tertentu. '

Dari Rumab Sakit 'mwn dan Rumah Sakit Khusus berdasarkan
kemampuan pelayanan kesehatan yang disediakan telah diadakan klasifikasi.

31 Verconica Komalawati, Hukumt dalam Pelayanan Rizmah Sakit di Indonesia, Makalah pada

Pelatihan Etika dan Hukum Rumah Sakil bagi Para Pengelola Rummah Sakit di Bandung, 3
Junj 1995, hlm_ 5.
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Klasifikasi Rumah Sakit Umura Pemerintah

1. Kelas A yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik Tuas.

2. Kelas B.II yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik luas dan subspesialisitk terbatas.

3. Kelas B.I yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesilaistik sekurang-kurangnya 11 spesialistik.

4. Kelas C. yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
spesialistik sekurang-kurangnya spesialisiik 4 dasar lengkap.

5. Kelas D yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya

pelayanan medik dasar.

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta:

1. Rwmah Sakit Umum Swasta Pratama, };ang memberikan pelayanan medik
bersifat urnum.

2. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yang membenkan pelayanan medik
yang bersifat umum dan spesialistik dalam 4 cabang.

3. Rumah Sakit Umum Utama, yang membernkan pelayanan Umum Medik
bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik.

Hubungan yang tmbul dari tiap-tiap kelas klasifikasi tersebut dalam
pembenan pelayanan kepada pasien, melalui rujukan upaya kesehatan.
Rujukan upaya kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya keschatan yang
me.ngamr pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah .
kesehatan, batk secara vertikal maupun honizontal.
i Fungst Rumah Saldt

Rumah sakit berfungsi untuk :

. a.  Menyediakan dau mieyelenggarakan :
3 .Pelayanar; medik
2) Pelayanan pemunjang medik
3) Pelayanan perawatan
4) Pelayanan rehabilitasi

* Fred Ameln, Kapita Selekia Hukum Kedokteran | Grafikatama Jaya, Jakarta 1991, him 69.
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5) Pencegahan dan peningkatan kesehatan

b. Tempat pendidikan dan/atau latthan tenaga medik dan para medik
¢. Tempat penelitizn dan pengembangan fimu dan Tekuologi bidang

kesehatan

Berdasarkan fungsi  tersebut, Rumah Sakit dalam memberikan

pelayanan kesehatan dilakukan oleh tepaga kesehatan sesuai dengan

klasifikasi rumah sakit, jenis tenaga keschatan yang ada dapat dibagi atas :
a. Tenaga kesehatan sarjana : dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker,

sarjana perawat, d.ll

b Tepaga kesehatzm bukan Sal_]dlld perawat, ahll gizi, asisien apoteker, dll.

Tenaga kesehatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya diberikan

fasilitas peralatan yang ada pada rumah salat

4 Tangguog Jawab Rumah Sakit sebagai Badzn Usaha Pelayanan
Kesehatan

13

Datam kaitan dengan tangpung jawab Rumah Sakit, maka pada

prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua
kepiatan yang diiakukan oleh tenaga kesehatannya sesuai dengan bunyi
Pasal 1367 KUHPerdata. Selam iy, rumah sakat juga bertznggung jawab

atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum { Pasal 1234, 1370, 1371
dan 1365 KUHPerdata ) bila tindakan itu dilakukan pegawainya. *
Diketahui :

a

Tanggung jawab perdata Rumah Sakit Swasta

+

ibid bim 71.

Munir Fuady berpendapaL bahws tanggungjawab rurnah sakit bergantung j juga pada
bagaimana bentuk wadah dan rzmah sakit tersebut. Bentuk-bentuk pemberian jasa
profesional o)eh doker lersebut menpanding implikasi-implikasi hukum tertenty, ben tuk-
bentuk tersebut antasa lain -

bl e

6.

betuk rumah saiat

bentuk kefjasama yayasan

bentuk kerjasamoa dalam Perseraan Terbatas
benruk prakiek bersarna komtraktual

bentuk kerjasema dalam partnership

bentuk yang konveusional Sclo Kaner

Lihat, Muiic Fuady, Sumpak Hippocrates, Citea Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 112,
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Menurut Wigono Prodjodikoro, numah sakit swasta sebagai badan
hukum memilikd kekayaan sendini dan dapat bertindak dalam hukum
dan dapat dituntut seperti halnya seorang manusia. Untuk manajemen
rumah sakit dapat diterapkan Pasal 1365 maupun Pasal 1367

KUHPerdata.

b. Tanggung jawab perdata Rumah Sakit Pemerintah
Manajemen Rumah Sakit Pemerintah dapat dituntut menurut Pasal
1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada rimah sakit
~ pemerintah menjadi pegawal negeri dan negara sebagai suatu badan
" hukum dapat dituntut’ untuk ‘membayar ganli kerugian atas tindakan
pegawal negen vang dalam menjalankan tugasoya merugikan pihak

lain.

b. Tanggung jawab hukam dokter dan perawat

Di sini dokter dan perawat yang dimaksud bekena di sati runiah sakit.
Dokter yang melakukan kegiatan i rumah sakit yang bersangkutan bisa
sebagai pekerja penulr dan mendapat gaji. Dokter seperti imi disebut dokter
“in” { dokter puma waktu /2! sime ). Dalam ha} imi rumah sakit bertanggung
Jawab penuh atas semua tindakan dokter “mn” . Sebaliknya, terdapat juga
dokter “out”, dokter tamu yang berarti bukan pegawai rumah sakit tersebut.
Untuk dokter “ out” ini tanggung jawab bukan pada raomal sakit yang

bersanghutan, tetapi dokter *“ out “ itu sendiri. Dalam hal ini, masing-masing

dokter mempunyai persetujuan yang berlainan dengan setiap rumah sakit

tersebut.

C.Fungsi Soesial Rumah Salit Swasta
Secara yuridis, para pinak dalam hubungan pelayanan jasa mempunyai
kedudukan yang sama, walaupun pada wnumaya pihak yang diperlukan
jasanya ity memiliki knalifikasi sebagai ahli di bidang terfertu yang dipercaya
konsumennya. Para profesional pclayanan jasa meineriukan sarana tempat

meiaksanakan profesinya, antara lain rumah sakit,
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Berdasarkan PerMenkes No. 84/I990 tentang pembahan terhadap
PetMenkes No. 920/ 1986 fenmtang berlakunya XODERSIL, terbuka
kemungkinan adanya badan hulamm lain, Rwnah Sakit dapat berbentuk
Perusahaan Terbuka ( sermda yayasun ). Yang dimaksud dengan bedan
hukum adalah suatu persckutuan sebapai kesatwan yang sah diakui untuk tunst
serta dalam pergavlan hukum dan disebut sebagi subyek hukum. Badan
hukum sebagai subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban
seperti halnya manusia. Kemudian, dalam vpaya membuka pasar investasi di
Indonesia, pemenntah telah inengetuarkan PP No. 20/1994 tentang pemilikan
saham untuk semna bidang kegiatan usalia, tennasuk upaya kesehatan
Apabila ketemﬁan daiarh PP im ditcr;':lpkan secara sempit, maka berarti
pemerintah telah memberikan kemudahan investast upaya kesehatan.

Timbul berbagai persepsi dalam menanggapi situasi pasar jasa di
bidang kesehatan . Antara lain karena badaa hukwn swasta, khususnya PT
bertujuan for profit dan para investor asing bertujuan for profir, maka berarti
sekarang ada pengakuan bahwa rumah sakit sndab boleh berorientasi laba.
Apalagi pemerintah sendiri sudah mengswadanakan rumah sakit miliknya.
Ditambah adanya ketentuar; Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan yang mewajibkan para penyclonggara sarana keselatan (Rumai
Sakit ) untuk merperbatikan fmgsi sosialnyzi, maka ada anggapan bahwa
sebelnmnya peoyelenggaraan keschatan fidak boleh bertujuan memperoleh
labu. Padahal, yang tidak diperkénankan adalah beronentasi laba semata-mata.

Adanya ketentuan di Bidang pelayanan keschatan yang mengharuskan
di perhatikannya fungsi sosial itu sebenarnya dimakgudkan agar (wjuan
pembenan pertolongan / bantvan dalam pelayanan kesehatan harus tetap
dinerhatikan. Atau denpgan kata lain, numah sakit tidak boleh semata-mata
mencali keuntungan, atan semata-mata for profit Hal ini, dimaksudkan agar
adanya keseimbangan ( iihat asas keseimbangan UU No. 23 / 1992 ) antara
segi sosial dan segi ekcpomisnya, sesnal depgan asas pembangunan kesehatan
yang mendasan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebubungan desgan ithh, Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1992 menegaskan

bahwa sarapa kesehatan fertentu harus berbentuk badan bukum, dengan

M Veronica Komalawati, op. cit., Hi:&um dalam Pelayanan Rumah Sokit di Indenesia... ...,
him.9.
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maksud agar terdapat kepastan usahanya, kemudahan pengawasannya dan
penyelenggaraan usahanya. Hal mi semua erat kattannya dengan tanggung
jawab hukum sesuai dengan nilai dan poma hukum yang berlaku di
Indonesia.
Ada beberapa cir khas yang membedakan pelayanan jasa kesehatan
dengan pelayanan jasa lainnya , yaitu :
1. Fungsi sosial dan kewajiban sosial yang dikaitkan dengan pengemban
profesi dan rumah sakit.
2. Peran dokter selaku profesional dalam pemberian pertolongan sangat
menentukan, . _
3. Hubungan interpersonal antara dokier dan pasien yang didasarkan
kepercayaan.
Kedudukan yang tidak seimbang
Ada pihak ketiga yang turut berperan ( Majikan, asuransi kesehatan )
Tidak sermua mekanisme pasar berlaku dalam interaksi jasa kesehatan
Ada aspek sosjal, budaya, hukum, etika, tingkat pendidikan, tingkat
kesejahteraan, dll.
Dengan demiki.n, adanya prinsip etis dan asas hukum yang berlaku

e I NV RS

baik bagi profesional medis ataupin bagt rumah sakit dimaksudkan agar cirl
pelayanan jusa di bidang kesehatan itu dapat tetap dipertahankan.

Menurut Pasal 57 ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang
Keschatan, romah sakit di dalam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan
kesehatan harus tetap memperhatikan fungs: sesial. Adapun yang dimaksud
depgen fungsi sosial adalah harus memperhatikan kebutuban pelayanan
kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata;mata
mencari keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititik beratkan kepada

kemanusiaan.”’

| Di dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (ERSI ) 1986 sudah ada
pemyataan : Rumah Salﬂt sebagal umit sosio<konomi tidak semata-mata
mencari  keuntungan.  Hal terscbut dapat diarttkan bahwa dalam
penyelenggaraan kegiatan rumah sakit tidak mengharamkan mencari

¥ pbdiana Ywi Leslari, Aspek Hukum Komersialisasi Rumah Sakit Swasia dalam kaitannya
dengan pelayanan kesehatan Jang berfungsi sosial | Jumal Hukum Bisnis, Yolurse 23 No.
2 Tshun 2004, him. 26.
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keuntungzn, tetapi juga tidak boleh mengutamakan keuntungan Karena rumah
sakit bukan badan usaha berbentuk perusahaan yang berorientasi laba atau

keuntungan.

Adapun bentuk-bentuk fungsi sosial rumah sakit swasta telah diator di

dalam PertMenkes Ri No 378/ Menkes/PER/1993 Tentang Pelaksanaan Fungsi

Sosial Rumah Sakit Swasta.
Pasal | ayat (2) PerMenkes menyatakan bahwa :

“ Fungsi sosial mumah sakit swasta adalah bagian dari

tanggun gyawab vang melekat pada setiap rumah sakit, yang
merupakan ikatan moral dan enk dari rumah sakit dafam
-membantu pasien kKhususnya yang kurang/ tidak mampu
untuk-memenulu kebutuhan akan pelayanan kesehatan .

Pasal 2 PerMenkes RI No 378 Tahun 1993, mengatur mengenai

bentuk-bentuk fungsi sosial, sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta yang wajib
dilaksanakan melipnti :

a.

b.

C.

Disediakannya dan digunakannya sejurnlah tertentu dari
tempaf tidur untuk perawatan kelas 1l / kelas terendah.
Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang tidak mampu.

Ad:aya pengaturan  tarif pelayanan yang memberikan
keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pelayanar: gawat dararat dalam 24 jam  tanpa
mempersyaratkan  uwang muka, tetapi  mengutamakan
pelayanan.

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-
program pemerintah dalam bidang kesehatan.

Keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional
ateupunt Tokal dan meflakukan bakti sosial sejalan dengan
misi kemanusiaannya.

(2) Di samping fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) rumah
sakit swasta dapat mengembangkan fungsi sosialnya yang
meliputi

a.

b.

C.

Mengembangkan pelayanan dasar di Inar rumah sakit bagi
masyarakat yang kurang/ tidak mampu.

Menyeienggarakar pendidikan dan atau pelatthan tenaga
rumah salat

Pelayanan keschatan Jain yang divtamakan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
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BAB Il

PELAKSANAN FUNGSI SOLIAL
RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDUNG .

A. Kebijakan dan Pengawasan Pemerintal Terhadap Pelaksanaan Fungsi Sosial
Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung

Dari hasil wawancara peneliti dengan stap Departeinen Kesehatan Jawa Barat
diketahui bahwa sejak ¢m Otonomi Daerah, Kantor Wilayah ( Kanwil ) Depkes
dengan Dinas Kesehatan ( Dinas Kesehatan ) Propinsi Jawa Barat dilebur sehingga
menjadi Departernen Keseliatan Propinsi Jawa Rarat. Hal ini dilakukan juga-di daerah
tingkat I[ (kota atau kabupaten ). '

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan pengawasan pelaksanaan fungsi
sosial Rumak sakit, termasuk Rumah sakit swasta dilakukan cleh Direktur Jenderal
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RL Depkes Propinsi hanya melaksanakan
fungsi monitoring dan evaluasi. Hingga saat ini Depkes belurmn menetapkan kriteria
tehtang bentuk pelayanan dan sarana / fasilitas minimal yang harus dipenulu untuk
memenuhi pelayanan kelas 1 dan kelas terendah. Hat ini ditetapkan oleh masing-
masing Rumak sakit, sehngga mungkin tegadi perbedaan fasilitas dan pelayanan
antara Rumah sakit yang satu dengan Rumah sakit yang lain. Demikian halnya
dengan besaran tarif pelayanan kelas III / kelas terendak: hal ini ditetapkan oleh
pimpinan Rumah sakit. Depkes Jawa Barat hanya melakukan meonitoring dan
cvaluasi.

Ketentuan yang dijadikan panduan unnik melaksanakan fuangsi sosial Rumah
sakit swasta adalah Permenkes No. 290/Menkes/Per/X 111986 dan Keputusan Dirjen
" Yanmed No. Hk00.06.3.5.5797/1998. Pelaksanaan fungsi sosial Runiah Sakit Swasta
dilzporkan meldui SIRS, vyaitu Sistem I[nforsnast Rumah Sakit. Rencana dan
pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta merupakan salah sah persyaratan
untuk mendapatkan $ji operasi.nal Rumah sakit _

Dalam raigks pernbinaan, pengawasan dan f)eningkatan kualitas pelayanan
Rumah sakit, pemerintzh melaksanakan akreditasi. Akreditasi ini dilaksanakan oleh
Komite Akreditasi Nasional { KARS )} yang dilakukan tiap tiga tahun sekali.

Akreditasi ini dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional ( KARS ) vang
dilakukan tiap tiga tahnn sekali. Berkaitan dengan butir — hitir penilaian Akreditasi
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berdasarkan Pedoman Survei Akreditasi tahum 2002, diketahui bahwa instrumen
akreditasi terdiri dari jnstumen 5 ( lma ) pelayanan, yaituAdministrasi dan
Manajemen, Pelayanan Medik, Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam
Medik.

Berikumya Insrumen lainnya 7 { tyjuh ) pelayanan, yaitu pelayanan Farmasi,
K3, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi di RS, dan
Perinatal Resiko tinggi. Selanjutuya Instrumen 4 ( empat } pelayanan lanjuian, yaitu
Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanar Darah, Pelayanan Ciz, dan Pelayanan
Intensif.

Hingga saat ini Depkes Jawa Barat belum pemah memberikan penghargaan
kepada Rumah sakit yang telah inelaksanakan ﬁmési sosial. Kalau ada Rumah sakit
yang mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi susial,
- dimungkinkan penghargaan tersebut dani institusi lain selain Depkes. Namun
" .demikian Depkes pernah membenkan banman kepadal Rumah sakit berupa bantuan
. tempat tidur bage pasien kelas jil danalau yang terendah. Bentuk sanksi yang diberkan

-b oleh Depkes terhadap Rumah sakit yang tidak melakdanakan fungsi sosial adalal
teguran kepada ptmpinan Rumah sakit.

B. Profil Rumah Szkit Swasta di Kota Bandung

Berdasarkan data vang diperoleh Depkes Javwa Barat, diketahui bahwa sampai
tahun 2007, Rumab Sakit Swasta di Kota Bandung begumiah 20 bush. Rumah sakit

Swasta tersebut texdin dan :
-
’?s Umum RS ibu dan

RS Bersalin Ginjal -bedah

anak

2buah

f 12 Buah 3 buzh 2 buah

Berdasarkan Pelayanan Rumah Sakit Swastz yang dibertkan kepada
Masyarakat, . pemenntait mekiasifikzn ke dalam tiga gelongan, yaitn- Lima
Pelayanan, Dua Belas Pelayanan, dan Enam belas Pelayanan. Jenis pelayanan
tersebut adalah |

S Pelayanan 12 Pelayanan ] 16 Pelayanan
Administrasi dan 5 Pelayanan + 12 Pelayanan + i
Rekam Medik Farmasi | Rehabilitasi Medik "
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Keperawatan K3 RS Pelayanan Gizd

TUGD Tafeksi Di RS Pelayanan Intensif
Pelayanan Medik Perinatologi PelaF(Wath
- i -
Radiologi

Laboraturium
Kamar Operasi a i

Berdasarkan  Alaeditasi terhadap RS Swasta di Bandung klasifikasi RS
Swasta di Bandung dapat dikelmpokkan sebagai berikut :

" SpPeayanan @ | 12 ‘11 Pelayman | 16 Pelayapan |
RSU Kebomjati 'RSU Immamuel | RSU St Bomomeus
RS Bungsu RSU Santo Yusuf T T

RS Limyai | RSU Muhamafiyah — ]

‘RS Tmarwel RSU Advent |
‘RS Bedah lalmahera RSUALKam |~ ——1
RSTNI dr. Salamun B

| RSTA Hamina

RS Swasta yang sampai tahun 2007 belum diakreditas: adalah RSU Rajavvali,

Sukajadi, RSU Hunp Waluya, Ginjal Habibi, RSJA Teja, RSU Sukapura, RSB
' Emma Poeradireja, RSU Pindad.

Penelitian terhadap pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta di Kota
Bandung diiaksanakann dengan langkah - langkah sebagai benkut, pertama
menetapkan Rumah Sakit scbagai responden. Kriferia pertama Rumah Sakit yang
menjadi responden adalah Rumah Sakit Umum,yaitu Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan kschawan semu:i jenis penyakit yang bersifat dasar sampai dengan yang
spesifik. Selapjutnya dilakukan klasifkasi numah sakit berdasarkan Permenkes No
378/ MENKES/PER/1993, yaitu RSU Swasta Pratama, RSU Swasta Madya, RSU
Swasta Utama. Selanjutnya dilakukan  Klasifikasi berdasarkan badan hukumnya /
organisast pengelola, yaitu yayasan, organisasi, Instansi, dan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan klasifikasi tersebut dipiiih lima Rumah Sakit Swasta yaitu
Rumah Sakal Al Islare ( RSAI ), Rumali Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Kebou
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Jati, dan Rumah Sakit AMC Hospital, Rumah Sakit St Borromeus, Rumah Sakit
tersebut adalah :

Rumah sakit Bentuk Hulcum Klasifikasi ‘Masa beroperasi
Menurut
Permenkes
Yayasan (Islam ) | RSU Utama 10-20 ahun
RS Muhammadiyah | Organisasi { Islam )} | RSU Swasta | > 20 tahun
Madya
RS Kebonjati Yayasan mmﬁ
- . | Madya _ '
RS AMC Hospital | PT %RSU Swasta [ <5 tahun
1 Pratama
(RS St. Borromeus Yayasan | RSU Utama > 20 tahun

Pada bagian ini akan dinraikan profil RS Swasta yang menjadi sampel dalam
penelitian im. Namun dan empat RS yang ditelin, hanya satn RS yzng berhasil
diperoleh company profilenya, yaitu Rumah Sskit Al Islam. Oleh karens itu hanya
RS Al yang dapat diuraikan profil Rumah sakitnya.

Rumah Salkdit Al Islam Bandung

a. Sejarah Singhat
Rumah Sakit Al Islam Bandung — untuk selanjutnya disingkat RSAI — berada

di Kata Bandung JI. Sukamno Hatta No 644 Kelurahan Sekejati Kecamaian
Margacinta Kota Bandung dengan luas 167 85 km2.

RSAI merupakan salah satu ama} usaha bu-ibu BKSWI Jabar { Badan Kerja
Sama Wanita Islam Jawa Barat ) dengan membentuk Badan Hukum Yayasan RS
Islam BKSWI Jahar, dibantu berbagai pihak sehingga menjadi sckarang. RSAT mulai
dioperasikan 1 Agustus 1990. Pada saat diresmikan luas bangunan masih sekitar
1.200 m 2, hanya memiliki 28 kamar tdur. Pada ahun 1994 dibanguan gedung
Firdaus, sehingga kapasitas menjai 90 tempat tidur. Kemudian dibanguan gedung
Randhah ruang perawalan VII'. Hingga seat ini RSAI telah beroperasi selama 17
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BKSWI. Jika menginduk pada Permenkes No 860/b/SK/XIV/1987 tentang Kalisifikasi
RS Swasta, RSAI termasuk pada klasifikasi RSU Utama.

Pada tanggal 1 Nopember 1997 RSAI telah memiliki gedung tambahan berupa
gedung perawatan 6 lantal yang diberi nama Gedung Ibnu Sina, sehingga RSAI
memiliki kapasitas 275 tempat tidur. Pada tabun 2003 sampai 23 Maret 2003
direnovasi Gedung rawat jalan terdin dari 3 lantai dengan sunbangan dani berbagai
pihak. Pada tahun 2003 RSAI telah memiliki Medical Check Up Centre. Pada talnm
2004 dilakukan renovasi Gedumg Unit Gawat darurat yang dtharapkan memberikan

pelayanan yang cepat, tepat dan aman serta kenyamanan bagi para pelanggau.

b. Visi dan Misi

. VI3L :

. RSal adalah Unggul dan Istami dalam Pelayanan dan Pengelolan.

MISI: |
L Menerapkan nilai-nilai Islamn ke dalam seluruh aspek pelayanan dan

manajemen

M

Menjadi Hagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nastonal
Mcagembangkan sumber daya manusia yang dimlikinya

Meningkatkan kepuasan kornsamen yang optimal secara terns menerus

oA W

Meningkatkan kesgjahteraan karyawan
RSAI memiliki Falsafah unggul, artinya berarti RSAI terkernuka dan berkualitas
prima. Pengertian Islami di antaranya :
2. Secara individu maupun unit kerja sebagar pengejantawahan bahawa Islam it
” Rahmatan ll ”alamin ”
b. Secara oprasional berpegang kepada Surat al Asr : 7 Benmuan, beramal shaleh,

saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ”.

¢. Tujuan
Tujuan RSAI adalah
I. RSAI yang bersandar kualitas pelaysnan tinggr dan menjadikan kedekatan
pada konsumen sebagai prioritas utama.
2. Total Quality Manajement sebagai jiwa perusahaan dalam meningkatkan
kinerja dan kualitas secara berkelanjutan.
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. RSAY Banhmg mampu beradaptasi terhadap perubahan internal mawpun
eksternal yang menurut bentuknya pola pikir dan sikap yang berbeda dari
sebelumuya, sesuai dengan visis, misi RSAI Bandung sendin.

. RSA] mempunyai strategi yang tepat pada tinglat peiusahaan maupun tingkat
fungsional bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan mengadopsi
prinsip-prinsip manajemen yang terbaru dan pemanfaatan peluang yang
memberikan nilai tambah terbesar bagi pencapaian tujuan.

. Setiap unit kerja sadar akan pendapatan dan biaya dengan tidek melupakan sisi
keadilannya.

. Terciptanya perfratian yang proposional terhadap kebutuhan kaum dhuafa dan
agniya dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh RSAI
bandung. B

7. RAS] mempunyai sumber daya mannsia yang unggul dengan kemampuan

profesionalisme tinggi dengan memperhatikan kode etk profesinya.

. RSAl mempunyai karyawan yang loyal dan mempunyai komitmen yang tinggi

d. Pertembangan dan Kinerja

[ 2000 | 2001 2002 2003 | 2004 |
'Tanah 21.000 21.000 21.000 24.000 24006 *J
Lantai 14.560 14.560 14 560 W_JW
‘Tempat Tidur 170 188 200 200 210
'SDM 506 523 514 545 579
Rawat Jalan 72326 75.231 79.831 83.491 [ o6.468
RaatIpap | 9.868 14427 13.821 14.255 26606
me 22.114 25.608 25.259 26.47% 14.447
Kunjungan 104,308 115266 [118911 [ 124.224 137521
BOR 65,00 70,97 67,68 (67,96 65.14
'Tos 406 3,85 352 3,52 3,34
T.0.1 215 1.55 1.73 1.73 1.85

|
Sumber : Copany Profile RSAI
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Dengan melihat tabel di atas, tampak bahwa kinerja RSAI dari tahun ke tahun
mengalami perkembangan, baik dari fasilitas yang disediakan, SDM, manpun jumlah
pasien ( rawat jalan, rawat inap ), kecuali rawat darurat mengalami penwrunan pada

tahun 2004.

e. Akreditasi dan Penghargaan
Alreditasi RSAI:
a. Nopember 1998 mendapat status akreditasi pemuh uutuk standar
pelayanan
b. Januag 2003 memperoleh akreditasi lanjutan untuk 12 standar
pe[ayanaﬁ
c. Agustus 2004 mendapat sertifikat sarana Kesehatan Pemeriksa
Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Luar
negerl
Pepghargaan yang telah diperoleh :
a. Juara Il Lomba RS Savaog Bayi & Puskesmas Tingkat Propinsi Jawa Barat,
th 1554
b. Juara 1l Lomba RS Sayang bayi swasta Tingkat Propinsi Jawa Barat, th 1995
¢. P2ASU” baby Friendly * dari WHO dan UNICEF, tahun 1995
Penampiian Kinerja Terbaik Pertama Tingkat Nasional tahun 1997 - 1999
Juara I Lomba RS sawsata tingkat Propinsi Jawa Barat
Penampilan Kinerja Terbaik ketiga Tingkat Nasional tahun 2000
Juara | Lomba RSU Berprestasi tingkat Kota Bandung, tahun 2003
Peringkat [ Lomba Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan antar Rumah Sakit

=9

Fwm om0

. Tingkat Kotamadya Bandung, tahun 2004

C. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Swasta di Bandung
1. Peiaksanaai: Fongsi Sosial pada Rumah Sakit AX Islam Bandung

- Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada pimpinan RSAI,  Diketahui
hahwa Pimpinan RSAT mengetahui bahwa RS Swasta mempunyai kewajiban untuk
mnelaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta merupakan bagian dan tanggung
jawah setiap RS Swasta. Namun tidak disebutkan peraturan yang berkaitan dengan hal
tersebut di atas. Fungsi sosial yang dilakukan di RSAI adalah
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a. Disediakanuya dan digunakannya sgjumlah tertenfu dan tempat tidur untuk

perawatan kelas 11/ kelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

¢. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi

masyarakat yang idak mampu, dan

d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan wang muka

tetapi mengutamakan pelayanan.

e. Imunisasi

RSAI jika membebaskan atau memberikan kerinagan biaya bagi pasien yang
kurang / tidak marnpu selalt mencatat dan melaporkannya dalam administrasi RSAL
| RSAI menyediakan tempat tidur kelas 11 / kelas terendah yang disediakan untuk
masyarakat kurang mampu / tidak mampu sebanyak 12 %. Penentuan pola tarif dan
tarif pelayanan kelas Il / kelas terendah di RSAI serta jumlah tempat tidur yang
tersedia bagi pasien yang kurang / tidak mampu di tetapkm oleh manajemen RSAI dan
menginformasiknanya secara tertulis kepada rnasyarakat ya-ng dapat dilihat oleh
masyarakat di setiap unit pelayanan. RSAI pemah mcﬁdapatkan penghargaan dari
pemerintah atas pelaksanaan fiungsi sosial di RSAJ.

RSAI aktif melakukan kerjasama dengan Puskesmas secara periedik setiap tahun
dan juga dengan ruman sakit lain. Dalam hal RSAI tidak dapat memberikan
pelayanan karena keterbatasan alat / fasilitas, RSAI merujuk pasien ke Rumah Sakit
lainnya.

| Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasional Rumah
Sakit, RSAI memperoleh dana dan beberapa sumber, yaitu dan tarf pelayanan
kesehatan yang dipungut dari pasien, dan dari’ bantuan kredit bank. Hingga-saat ini
RSAI tidak mendapat subsisi dari pemengtah.
2. Pelaksanaan Fungsi Sesial pada Remah Salkit Muhammadiyah Bandung

Pimpinan RS Muhammadiyah mengetshui  bahwa RS Swasta

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi sostal. Fungsi sosial RS Swasta
merupakan bagian dan tanggung jawab setiap RS Swasta. Namun pimpinan RS tidak
menyebutkan peraturan yang berkaitan depgan hal tersebut di atas. Fungsi sosial yang
dilakukan i RS adalah '

a. Disediakannya dan dignnakannya sejumlali tertentu dari tempat tidur untuk

perawatan kelas 111/ kelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak marupn
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c. DOTS
RS Muhammadiyah menyediakan tempat tidur kelas III / kelas terendah yang

disediakan untek masyarakat kurang mampu / Hdak mampu sebanyak 23 %.
Penentuan pola tarif dan tarif pelayanan kelas 111 / kelas tereudah serta jumlah
tempat tidur yang tersedia bagi pasien yang kurang / tidak mampu difetapkan oleh
pimpinan RS Muhammadiyah. RS Muhammadiyah kadang-kadang membebaskan
atau memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak tau kurang
mampu dan mencatatnya serta membuat laporan mengenai hal im.

RS Muhainmadiyah selalu mengadakan kerjasama dengan Puskesmas untuk
- melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial. Namun hal ini
fidak dilaksankan secara periodik. |

Berkenaan dengan besarnya tarif layanan, RS Muhammadiyah selalu memberikan
: infonnasi secara tertulis keapada masyarakat melalui loket penerimaan pasien rawat
inap.

RS Muhammadiyah belum pemah mendapatkan penghargaan  atas
dilaksanakannya fungsi sosial di RS MuhammadiyahRS Muhammadiyah dalam
melaksanakan pemenksaan ( tindakan medik ) selalu menggunakan alat-alat yang
berteknologi modern sesuai dengan kebntuhan pasien. Dalam hal RS tidak dapat
membenkan pelayanan, RS tidak sering meryjuk pasien ke Rumah Sakit lainnya.
Kalanpun merujuk ke RS lain, hal ini dilakukan jika alat dan fasilitas RS tidak
memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operastional Runal

Sakit, RS Muhammadiyah memperoleh dana dari tanf pelayanan kesehatan yang
dipungut dari pasien. Hingga saat int RSAI tidak mendapat subsisi dari pemerintah..

3. Pelaksaczan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Kebonjati Bardung
Berkaitan  dengan funpsi sosial RS, Pimpizan RSKebonjati
mengetahut bahwa RS Swasta mcmpunyai kewajiban untuk melaksanakan
fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta merupakan bagian dan tanggung jawab setiap
RS Swasta, Seperti halnya Pimpinan RSAl dan RS Muhammadiyyah Namun
pimpinan RS Kebonjati tidak menyebutkan peraturan.yang berkaitan dengan hal
tersebut di atas. Fungsi sosial yang dilakukan di RS Kebonjati adalah
a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk
perawatan kelas I11/kelas rendah.
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b. Pembebasan biaya pelayanan keschatan bagi masyarakat yang tidak mampu
c. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mensyaratkan uang muka tetapi
menguatamakan pelayanan.

d. Pelayanan KB,Imunisasi, Perbaikan gzi.

RS kebonjati ~ menyediakan tempat tidur kelas Iif / kelas terendah untuk
masyarakat kurang mampu / tidak mampu sebanyak 25 %. Penentuan pola tarif dan
tarif pelayanan kelas I1] /kelas terendah serta jumlah tempat tidur yang tersedia bagi
pasien yang kurang / tidak mampu ditefapkan oleh pimpinan RS. Penentuan tanf
disesuaikan dengan ketentuan kepala Dinas Kesehatan. RS sering mémbebaskan atau
memberikan kennganan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak tau kurang
mampu dau mencatatnya serta membuat laporan mengenai hal iri.

) ~“RS Kebonjati selalu mengadakan kerjasama dengan Puskesmas untuk
melaksanakan kematon dalam rangka melaksanakan fimgst sosial, ﬂal m
 dilaksankan secara periodik.

Berkenaan dengan besarmya tarif layanan, RS Kebonjati tidak memberikan
informasi secara tertulis keapada masyarakat. Namun memberikan informasi secara
lisan melalui petugas informasi dan loket penerimaan pasien rawat inap.

RS Kebonjati  belum pemah mendapatkan penghargaan atas dilaksanakanmya
fungsi sosial di RS Kebonjati . Dalam melaksanakan pemeriksaan ( tindakan medik )
selaln menggunakan alat-alat yang berteknologi modem sesvai dengan kebutuban
pasien. Dalam hal RS nbdak dapat memberikan pelayanan, RS tidak sering merujuk
pasien ke Rumah Sakit lainnya. Kalaupun merujuk ke RS lain, hal im dilakukan jika
alat dan fasilitas RS tidak memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupt kebutuban operasional Rumah
Sakit, RS Kebonjati memperoleh dana dan tarif pelayanan kesehatan yang dipungut
dari pasien dan hasil usaha sendiri Hingga saat ini RS Kebonjati tidak mendapat

subsisi dan pemenntah.

4. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada AMC Hospital Bandung
Berkaitan dengan furgsi sosial RS, Pimpinan RS mengetahui bahwa RS
Swasta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial RS
Swastz merupakan bagian dan tangpgung iawab sepap RS Swasta. Pimpinan RS
menyebntkan bahwa peraturan mengenai fungsi sosial Rumah Sakit Swasta terdapar
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dalam Permenkes RI No. 159 bMenkes/Per/Il/1998. Fungsi sosial yang dilakukan di
AMC Hospital adalah

a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah terfentu dan temnpat tidur untuk

perawatan kelas 111/ kelas rendah.

AMC Hospital menyediakan tempat tidur kelas IIf / kelas terendah untuk
masyarakat kurang mampu / tidak mampn sebanyak 50 %. Penentuan pola tanf dan
tanf pelayanan kelas 11 / kelas terendah serta jurnlah tempat tidur yang tersedia bag
pasien yang kurang / tidak mampu ditetapkan oleh pimpinan RS. RS kadang-kadang
membebaskan atau memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien
tidak tau kurang mampu dan mencatatnya serta membuat [2poran mengenai hal ini.

RS  selalu mengédakan kerjasama deugan Puskesmas untuk smelaksanakan
kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial. Namun hal 1m tidak  dilaksankan
. secara pericdik,

Berkenaan dengan besamya tarif layanan, RS tidak memberikan informasi secara
" tertulis keapada masj.rarakat. Namun memberikan informasi secara lisan melalu
petugas informasi dan 1oket pembayaran.

RS belum pernah mendapatkan penghargaan atas dilaksénakannya fimgsi sosial
di AMC Hospital, Dalam melaksanakan pemeriksaan ( tindakan medik ) tidak selalu
menggunakan alat-alat yang bertekmologi modern. Dalam bal RS tidak dapat
memberikan pelayanan, RS tidak sening merujuk pasien ke Rumah Sakit lJainnya.
Kalaupun memjuk ke RS lain, hal ini dilakukan jika alat dan fasilitas RS tidak
memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasional Rumah
Sakit, RS memperoleh dana dari hasil usaha sendin yaitu melalui konsorsium dan
swadana. Hingga saat imi RS AMC tidak mendapat subsisi dani pemerintah.

5. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada RS St Borromeus Bandung

Berkaitan dengan fungsi sosial RS, Pimpinan RS St Borrbmeus

mengetahii bahwa RS Swasta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta menipakan bagian dan tanggung jawab setiap
RS Swasta. Pimpinan RS Sit. Borromeus menyebutkan peraturan yang berkaitan
dengan hal tersebut di atas terdapat dalam Permenkes No. 378/Menkes/Per/V/1993.
Fungsi sosial yang dilakukan di RS St. Borromeus adalah
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a Disediakannya dan digunakannya sejumnlah tertentu dari tempat tidur untuk
" perawatan kelas II1 / kelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

secara kasuistik.

c. Adanya pengaturan tarif pelayaman yang membenikan kennganan bagl

masyarakat yang kurang mampu,

d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mensyaratkan uang muka tetapi

menguatamakan pelayanan.

e. Lain-lain, melalui kajian oleh tim pasien bermasalah.

RS St. Borromeus menyediakan tempat tidur kelas JII / kelas terendah untuk
‘masyarakat kvrang mampu / tidak man‘]pu scbanyak 28 %. Penentuan pola tarif dan
tarif pelayanan kelas 111 / elas terendah serta jumlah tempat hdur yang tersedia bagi
pasien yang kurang / tidak mampu ditetapkan oleh pimpinan RS. Penentuan tarif
" gitentukan pimpinan RS. RS sering membebaskan atan memberikan keringanan
biaya pelayanan kesechatan bagi pasien fidak atau kurang mampu dan mencatatnya
serta membuat Japoran mengenai hal ini.

RS St. Borromeus selalu mengadakan kejasama dengan Puskesmas wuntuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial. Hal ini
dilaksanakan secara periodik.

Berkenaan dengan besarnya tarif Jayanan, RS S Borromeus memberikan
informast secara tertulis kepada masyarakat yang berkunjung ke RS melalui loket
penerimaan pasien rawat inap dan loket penerimaan pasien gawat darurat. |

RS St. Borromeus  pemah mendapatkan penghargaan atas dilaksanakannya
fungsi sosial di RS St. Borromeus. Dalam melaksanakan pemeriksaan ( tindakan
medik } jika diperiukan dokter akan menggunakan alat-alat yang berteknologi modem
sesuai dengan kebutuhan pasicn. Dalam hal RS tidak dapat memberikan pelaya.nau

lain, hal inj dilakukan Jlka alat dan tasilitas RS tidak memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasmna.l Rumah
Sakat, RS St. Borromeus memperoleh dana  dani tarf pelayanan kesehatan yang
dipungut dari pasien dan kredit bank Hingga saat ini RS St. Bomomeus tidak
mendapat subsisi dan pemerintah.

Dari uraian di atas maka pelaksanaan fungsi sosial di empat Rumah sakit Swasta
di Bandung dapat dibuat tabulasi sebagai berkut :
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1. Pengetahuan Pimpinan Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit Swasta mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial :

Rumah Sakit N Tahu Tidak tahu
RS Al Istam Vv
RS Muhamaddiyzh Vv
RS Kebonjati v
AMC Hospital \%
St. Borromeus Vv

2. Pengetahuan Pimpinan Rumah Sakit {entang Pelaksanaan Fungsi Sosial pada

Rumahs Sakit Swasta merupakan bagian dan dari tanggungjawab Rumah Sakit

Swasta : .
Rurnah Sakit Tahu Tidak tahu
RS Al Islam Vv
RS Muhamaddiyah Vv
RS Kebonjati A4
AMC Hospatal A
St. Borrormeus A

3. Pengetahuan Pimpinan Rvmah Sakit bahwa Peraturan tentang Kewajiban RS

‘Swasta  Melakssnakan  Fungsi sosial terdapat dalam  Permenkes No
378MENKES/PER/V/1993
| Rumah sakit Tahu Tidak tahu
RS Al Islam Vv
RS Muhamaddiyah Y
RS Kchonjati v
AMC Hospital v
RS St. Borromeus | Vv
4. Bentuk bentuk pelaksanan Fungsi Sosial di Rumah Sakit Swasta :
Rumah sakit RS Al |RS TRS AMC J RS St J
Istam Muhammadi | Kebenjati | Hospital Borromeus
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yah

Menyediakar Tempat Hdur
Kelas ITl/kelas rendah

FPembebasan biaye pelayanan
koschetan  bagi  masyarakal
yanp Gdak mampu

| Adanya  pengatwran  tanf
pelayman yang roemberikan
keringanan bapi inasyarakal
yang tidak mampy, <an

Pelayanan  pawat  darurat
dalam 24 jam  tanma
mempersyaralkan wang muka
tetapi " mengulamalan
pelayanan

Pelayanan XB

Imunisasi

Perbaikan Gizi

Lain - Tain

= < =l o=

5. Prosentase penyediaan tempat idur kelas IIlkelas rendah

Rumah sakit %
RS.AI Islam 12%
RS Muhamaddiyah 23,1%
RS Kebonjati 25%
AMC Hospital 50 %
RS St. Borromeus 23 “‘A;

6. Penentuan Tanf Pelayanan

| Rumah sakit Penentu
RS Al Islam Pimpinan Rumah Sakit
RS Mubamaddiyah Pimpinan Rumah Sakit
RS Kebonjah Pimpinan Rumah Sakit
AMC Hospital Pimpinan Rumah Sakit
RS St. Borromeus Pimpinan Rimah Sakit
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7. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

Rumah sakit Jawaban

RS Al Islam Selalu

RS Muhamaddiyah Kadang- kadang
RS Kebonjati Sering

AMC Hospital Kadang-kadang
RS St. Borromeus Sering

B.Pelaporaﬁ pembebasan biaya pelayanan keschatan bagi masyarakat yang tidak

mampu
Rumah sakit Jawaban
RS Al Islam Ya
RS Muhamaddiyah Ya
RS Kebonjati Ya
AMC Hospital Ya
RS St. Borromeus Ya
9. Kerjasama dengan Puskesmas
Rumah sakit Jawaban
RS Al Islam Ya
RS Muhamaddiyah Ya
RS Kebonjati Ya
AMC Hospital Ya
RS St. Borromens Ya

10. Pemberian informasi secara tertulis kepada masyarakat tentang tanf

pelayanan bagi masyarakat tidak mampu

Rumah sakit

Jawaban

RS Al Islam

Ya
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RS Muhamaddiyah Ya

RS Kebonjati Tidak

AMC Hospital Tidak
“RS St. Borromeus Ya

11. Perolehan penghargaan atas pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit

Rumah sakit Jawaban

RS Al slam Pernah

| RS Muhamaddiyah ‘Belum pemnah
RS Kebonjati Tidak mengisi
AMC Hospital Belum pemnah
RS St. Borrofneus Pernah i

12. Sumber dana operasional
Rumah Sakii RS Allslam | RS RS Kebonjati AMC Hospital | RS St
Muhammadi - Borromeus
yah
Tazif Pelayanan Kesehatan v v v
Kredit bamk v v
Konsorsivn v
Swadana v
13. Perolehan subsidi dari pemerintah

Rumah sakit Jawaban
RS Al Islam Tidak Pernah
RS Muhamaddiyah Tidak Pernah
RS Kebonjati Tidak Pernah

| AMC Hospital Tidak Pernah
RS St Borromeus Tidak Pernah
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BAB 1V
ANALISA PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL
RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDUNG

A.Kebijakan Pemeritah dalam Mengatur Pelaksanaan Fungsi Sesial Rumah
Sakit Swasta

Departemen Kesehatanr Jawa Bawat sejak era Otonorm Daerah, Kantor Wilayah
( Kanwil ) Depkes dengan Dinas Kesehatan ( Dinas Kesehatan } Propinsi Jawa Barat
dilebur sehingga menjadi Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Hal ini
dilakukan juga di daerah tingkat 1I  (kota atau kabupaten ).

Kebijakan-kebijakan pemenntah dalam pelaksanaan fungs;i sosial Rumah
‘sakit, termasuk Rumah sakit swasta dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan
Medik, sedangkan Departemen Kesehatan RI. Depkes Propinsi melaksanakan fungsi
monitoring dan evaluasi. Hingga saat ini Depkes tidak menetapkan kriteria tentang
bentuk pelayanan dan sarana / fasilitas minimal yang barus dipenuhi untuk memenubu
pelayanan kelas IIi -dan kelas tereudah. Hal ini ditetapkan oleh masing- masing
Runah sakit, sehingga mungkin terjadi perbedaan fasilitas dan pelayanan antara
Rumnah sakit yang satu dengan Rumah sakit yang lain. Demikian halnya dengan
besaran tanf pelayanan keles {II / kelas terendah hal tm ditetapkan oleh pimoman
Rumabh sakit. Depkes Jawa Barat hanya melakukan monitoring dan evaluasi.

Ketentnan vang dijadikan panduan untuk nelaksanakan fongsi sosial Rumah
sakit swasta adalah Permenkes No. ZQOFMenkes/’Per}XIIfl 986 dan Keputusan Dirjen
Yanmed No. Hk.00.06.3.5.5797/1998. Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta
dilaporkan melalui SIRS, yaitu Sistem Mformasi Rumah Sakit. Rencana dan
pelaksanaan -fungsi sosial Rurnah Sakit Swasta merupakan salah satu persyaratan
untuk mendapéﬂcan 1jin operasional Rumah sakit.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan
Rumah sakit, pemerintah melaksanzkan akreditasi. Akreditasi ini dilaksanakan oleh
Komite Akreditasi Nasional { KARS ) yang dilakukan tiap figa tahun sékali.
Berkaitan dengan butir — butir penilasian Akreditasi berdasarkan Pedoman Survei
Akreditasi tahun 2002, diketabm bahwa instrumen akreditasi terdin dar instraraen 5 (
lima ) pelayanan, yartwAdmimstrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik, Gawat
Danuat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medik.
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Berikutnya Insrumen lainnya 7 ( tujuh ) pelayanan, yaitu pelayanan Farmasi,
K3, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi di RS, dan
Perinatal Resiko tinggi. Selanjutnya Instrumen 4 { empat ) pelayanan lanjutan, yaitu
Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Darah, Pelayanan Gizi, dan Pelayanan
Intensif. Instrumen akreditasi tersebut, femyata tidak memuat butir yang merupakan
penilaian terhadap pelaksanaan fungsi sosial Rumah sakit. Dengan demikian
pelaksanaan fungs: sosial Rumah Sakit Swasta kurang mendapatkan perhatian dengan
semestimya.

Rumah sakit yang melaksanakan fungsi sosial mendapatkan penghargaan berkaitan

dengan  pelaksanaan fungst sosial, tidak mendapatkan reward dan pemerintah.
Penghargaan yatg selama ini diterima oleh Rumah Sakit Swasta dibenkan oleﬁ
‘ institusi atau organisasi yang concefm dalam mengamala pelaksanau fingsi sosial
Rumah sakit Swasta.
Perhatian pemerintah dilaksanakan dengan meinberikan bantuan kepada Rumah
"~ sakit berupa bantuan tempat tidur bagi pasien kelas 11T dan atau yan g terendah. Bentuk
sanksi yang diberkan oleh Depkes terhadap Rumah sakit yang tidak melakdanakan
fungsi sosial adalah teguran kepada pimpinan Rumah sakit.

B. Pelaksanaksanzan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rumah Sakit Swasta di kota Bandung yang
menjadi responden urnumaya 60 % berbadan hukum Yayasan,20 % dikelola oleh
orgénisasi masyarakat dan 20 % berbadan hukum Perseroan Terbatas. Yayasan dan
organisasi masyarakat memliki tujuan sostal, bukan komersial. Hal ini terlibat dari
tabel dibawah ini. Sesuai dengan Undang-undahg Yayasan, tujuan yayasan adalah
untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan komersial, Hal ini berbeda dengan
bentuk badaa bukum Persercaii Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha
memuliki empal unsur, yaitd kegiatannya di_lakukan terus menerus, terang—terapgan,

bergerak di bidang tertentu, dan bertujuan mencari kenntungan.

Rumah sakit Bentuk Hukum Klasifikasi Masﬁeroperasi

Menuruat

Permenkes




Berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh Rumah Sakit untuk membiayai
kebutuhan operasional, wnumnya Rumah Sakit mengandaikan dan tanf pelayanan
kesehatan { 80 %) dan hanya satu Rumah Sakit (20 %) yang tidak mengandalkan dari

" tanif pelayanan kesehatan sebagai sumber biaya operasional. Sumbe: lainnya berupa
“*supaya pengelola mencari kredit dari bank (40 %) atau melakukan swadana (20 %) ,

._dan mengharapkan dari konsorstum (20 %). Hal ini tampak dan tabel dibawah ini..

Dengan melthat data ini da]:iat' dilihat pula bahwa pengclola rumah sakit vmumnya
telah melakukan upaya — upaya untuk mencari suber lain untuk mrmrnuhi biaya
operasional Rumah Sakit. -

[RSAI Yayasan ( [slam ) | RSU Utama 10— 20 tahun ‘l
RS Muhammadiyah ) Organisasi { fslam ) | RSU Swasta | > 20 tahun
. Madya
RS Kcbonjad | Yayasan RSU Swasta [ > 20 tahun |
Madya
RS AMC Hospital | PT - RSU Swasta | < S tahun
Pratama
RS St Bomomeus f ayasan RSU Utzma > 20 tzhun

 Rumah Sekit | RSAI | RS RS AMC J RS. St
: Muhammadiyah | Kebonjati Hogpital Barromeus
Tarif \'f Vv v ’
Pelayanan
| Kesehatan - o |
Kredit Bank V v J
Konsorsium i v
Swadana | v |

Pasal 1 ayat (2} Undang-Undang no. 23 Tzhun 1992 tentang Kesehatan
menetapkan bahwa “upaya kesehatan adalah sehap kegiatan untuk memelihara. dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintab dan / atau masyarakat™.
Dengan demikian masalah kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah
dap masyarakat. Bentuk tanggung jawab im telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit
Swasta dengan membenkan pelayanan kepada masyarakat babkan tanpa subsidi dadi
pemerintah. Hal ini tertihat dan tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa 100 %

Rumah Sakit yang menjadi responden tidak menerima subsidi dan pemerintah.
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Rumah Sakit Jawaban

RSAIL Tidak

RS Muhammadiyah Tidak

RS Kebonjati Tidak

AMC Hospital Tidak |
RS St Borromeus Tidak ]

Pelaksanaan Fungsi Rumnah Sakit Swasta di kota Bandung

Pasal 2 Permenkes Rl no. 378 Tahun 1993 mengatur mengenai bentuk-bentuk fungsi
sostal, sebagai berikul :
(1). Pelaksanaan fungst sosial mimah sakit swasta yang wajib dilaksanakan meliputi :
a. Disediakannyadan digunakannya sejumlah terientu dai tempat tidur untuk
perawatan kelas Ilkelas terendzh.
b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu
c. -adanya pengatwran tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi
masyarakat
yang Kurang mampu )
d. pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempursyaratkan vang muka,
tetapi mengutamakan pelayanan
e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah

dalam bidang kesehatan
f. keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional maupun lokal dan

melakukan bakti sosial sejalan dengan misi kemanusiaannya.

(2) Disamﬁing fungsi sostal sebagaimana dimaksud ayat (1), nunah sakit swasta dapat
mengembangkan fungsi sosialnya yang meliput -

a.  Mengembangkan pelayanan dasar difuar umah sakit bagi masyarakat yang,
kurang / idak mampu
. Menyeienggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga ramah sakit
c. Pelayanan kesehatan lam yang diutamakan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

Bentuk bentuk pelaksanaan fungsi sostal di Rumah Sakit Swasts di Kota Bandung
adalah :

Rumah Sakit [ RSAI [RSMuham | RS AMC | RS
madiyah | Ke¢bonja | Hospit | St
t al Bomo
meus
Menyediakon  ternpat  tidur kelas  [ll/kelas v v ' v v
rendah
Pembebasan biaya pelayanan kesehalan bagi v v \'
masyankat yang tidak mampu

Adanya pengafuran tarif pelayanan yang
membenkan kesinganan bagi maesyarakat yang
tidak mampu, dan |

Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa v v
mempersyaratian uang muka tetapi
meputamakan pelavanan
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Pelayanan KB v o v
Imunisasi v v
| Perbaikan gizi v v
Lain lain v

Dari data diatas diketahui bahwa pada umumnya Rurnah Sakit Swasta di kota
Bandung telah melansanakan fungsi sosial minal sakit swasta sesuai dengan Pasal 2

Permenkes RI no. 378 Tahu 1953, walaupun belum semua mumah sakit

melaksanakannya.

Prosentase penyediaan tempat tidur kelas [llkelas rendah dapat ditihat tabel berikut -

Menurut ketentuan Pasal 3 Permenkes RI No." 378 Tahun 1993, penentuan jumlah

dan tersedianya tempat Hdur kelas Ill/kelas rendah untuk masyarakat kurang

mampu/tidak mampu adalah :

a. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial

dan rurnah sakit BUMN yang melayani pasien wmum, minimal 25 %
b. Rumah sakit swasta yang dimitiki pemilik modal, minimal 10 %
Dengan melihat ketentuan diatas, umumnya rumah sakit yang menjadi responden
telah melaksanakan ketentuan diatas, umlﬁnnya RS yang menjadi responden telah
melaksanakan ketentvan diatas, yaitu 8¢ % RS menyediakan tempat tidur kelas

Ill/kelas rendah untuk rmasyarakat kurang mampw/tidak mampu adalah diatas 25 %.

Hanya 20 % responden yang menyediakan tempat tidur kelas Ill/kelas terendah untuk
masyarakat kurang mampu/tidak marnpu adalah dibawah 25 %.

- Selain menyediakantempat tidur kelas [ll/kelas terendah untuk masyarakat kurang
mampw/tidak mampu, responden umunya (100 %) memberikan pembebasan biaya
pelayanan kesehatan bagi mas}arakat tidak mampu. Hal ini sesuai dengap ketentuan
yang ditetapkan dalam pasal 2 Permenkes RI no. 378 tahun 1993

[ Ruamh Sakit

| Jawaban

Rumah Sakit Prosentase
“ | RSAI (RS\AI Islam) 12 %
" .| RS Muhammadiyah 231 %
RS Kebonjati 25 %
AMC Hospital 50 %
Borromeus 28 % |




RSAI (RS\AI Islam} Sclalu

RS Mubammadiyah Kadang-Kadang

RS Kebonjati Sering

AMC Hospital _ Kadang-kadang
| RS St Borromeus | Sering il

Berkaitan dengan tarif pelayanan bagi masyarakat tidak mampn, 100 %
reponden memberikan informasi ini kepada masyarakat, namun tidak semua RS
(40%) memberikan informasi secara tertulis.

Infoimasi yang tidak tertulis diberikan oleh petugas pada unit-unit pelayanan

Rumah Sakit Jawaban

RSAI (RS\Al Islam) Ya

RS Muhammadiyah Ya )
| RS Kebonjati Tidak -

AMC Hospital Tidak -

RS St. Borromeus Ya
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Kebijakan tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta dibuat oleh
Direktarat Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI melalui peraturan -
peraturan yang dikeluarkannya. Depkes Propinst Jawa Barat hanya melakukan
fungsi monitoring dan Evaluasi { Monev ). Pemerintah tidak memberikan reward
kepada RS Swasta yang melaksanakan fungsi sosial Rumah Sakit. Rumah Sakit .
Swasta yang tidak melakszmakan fungsi sosial diberkan dalam bentuk teguran-.
Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta juga tidak menjadi instrurmen
Akreditasi Rumah Sakit Swasta. '

2. Umumpnya Rumat: sakit swasta di kota Bandung telah melaksanakan fungsi sosial

rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permenkes RI No. 378 tahun 1993 |
yaitu menyediakan sejumlah tertentu tempat tidur untuk perawatan kelas Ill/kelas
terendah, pembebasan biaya pelayauan kesehatan bapi masyarakat yang tidak
mampu, pengaturan tanf pelayanan yang memberikan keringanan bagi masyarakat
yang kurang mampu, dan pelayanan darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan
vang muka, tetapi mengutamakan pelayanan. Namun masih ada Rumah Sakit
Umum Swasta yang menyediakan tempat tidur kelas Il / kelas rendah di bawah

yang ditentukan.

B. Saran

I. Walaupun secara wmuwn Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Bandung telah

melaksanakan fingsi sosial, namun pimpinan Rumah sakit tidak mengetahui
peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan
sosialisasi kepada pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Swasta tentang Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi sosial Rumah Sakit Swasta.

2. Masih adanya Rumah Sakit Umum Swasta yang tidak menyediakan tempat tidur

untuk rawat inap bag pasien kelas III / terendah di bawab ketentuan yang

ditetapkan harus mendapatkan perhatian dari pemeriutah, baik berupa teguran,
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maupun peringatan, agar Romah sakit tersebut melaksanakan ketentuan yaag
berlaku.

3. Pemerntah tidak mepetapkan standar fasilitas dan pelayanan untuk perawatan
kelas 111 / terendah menyebabkan fasilitas dan pelayanan di setiap rumah sakit
berbeda. Oleh karena it sebaiknya pemerintah menetapkan standar minimal
fasilitas dan pelayanan tempat tidur kelas 111 / terendah.

4. Agar Permenkes Rl No. 378 tahun 1993 tentang Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta
menjadi efektf, sebaiknya Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta

dimasukan menjadi instrumen akreditasi.
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KUISIONER FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM SWASTA
UNTUK FIiMPINAN RUMAH SAKIT

Petunjuk :

Bapak / [bu dimohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang sesuai
dengan pendapat Bapak / Ibu dengan memben tanda silang (X) pernyataan yang paling
tepat / sesuat.

A IDENTITAS RUMAH SAKIT

. Bentuk badan hukum Rumah Sakit :
.~ Yayasan ’
b. BUMN
. ¢. Perseroan Terbatas
2. Rumah Sakit :ni berada di bawah / menginduX peda............

~&, Organisasi
b. Instansi
€. e cee et era e aineas

3. Sudah berapa lama Rumah Sakit ini beroperasi ?

a. <5tahun
b. 5-10tahun

» 10-20 tahun
d. > 20 tahun

4. Klasifikasi Rumah Sakit yang Bapak / |bu pimpin menurut Permenkes No 860
B/SK/X11/1987 Tentang Klasifikasi RS Swasta, adalah:
&’ RSU Swasta Pertama
b. RSU Swasta Madya
}zf\ RSU Utama

B. Pertanyaarn untuk meﬂjawab Identifikasi Masalab No 2 : Tentang Kebijakan
Rumah Sakit Swasta dalam melaksanakan fungsi sosiaf dan komersial

1. Menurut Bapak /Ibu apakah fungsi sosial Rumah Sakit Swasta mcrupakan cagian
dari tanggungjawab setiap Rumah Sakit Swasta?
12 .
b. bukan
¢. lan-lain, sebutkan...........
2. Di dalam peratumn perundang-undang manakah Bapak / Tbu dapat menemukan
pengaturan mengenat fungsi sosial RS Swasta?
a. Permenkes RI No. [59b/Menkes/Per/11/1998
b. Permenkes No.378/Menkes/Per/V/1993



3. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang bagaimanakah yang telah dilakukan di
Rumah Sakit yar.g Bapak /Tou pimpin? (Dapat memilih lebth dari satu jawaban)
a. disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk
perawatan kelas 111/ kelas terendah.
b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakal vang tidak

MATHP.
c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi
masyarakat yang kurang mampu, .

d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka
tetapi mengutainakan pela anan
pe Lain-lain, sebutkan.... ¢f: &= ¢ % 4
4. Berapa persen tempat tidur kelas II/ kelas terendah untuk masyarakat yang
kura.ng mampw/tidak mampu, yanc telah disediakan rumah sakit Bapak / Ibu 7

a. 25% .
b. 10%
c. 50%

: d. LainJain. Sebutkan...}2 =
5. Apakah penentuan po'a tanf di rumah sakit Bapak ~[bu sudah sesuai dengan.....
a. ketetapan Memkes
b. Ketetapan Dinkes
- Ditetapkan sendiri oleh Kebijakan Rumah Sakit.
6. Besaran tarif pelayanan kelas [lt/kelas terendzh di rumah qqku Bapak  Ibu
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh:
a. Kepala Kanwil Depkes
b. Kepala Dinkes
c. Menten Kesehatan
& Dierapkan sendini berdasarkan kebijukan rumah sakit
7. Selain fungsi sosial RS Swasta vang tersebut di ates, pelayanan keschatan lainmva
vang diselenggarakan oleh RS Bapak / {bu : «Dapat memilih icbih dari satu
Jawaban}
a. Pelayanan KB
B Imunisast
“c. Perbaikan gizi
d. Lain-lain, sebutkan...
§. Apakah RS Bapak / [bu membebaskan atau members kermnanan biava peluyanan
kesehatan bagl pasien kurang/tidak mampu ?
a. sering
. selatu
c. kadang-kadang
d. lain-lain, sebutkan..........._.
9. Apakah ketika membebaskary memberi keringanan biaia pada pasien vang
kurang/ tidak mampu RS Bapak ' Ibu mencatat dan membuat laporannya?
. Ya :
b. Tidak
c. Lain-lain, sebutkan... ... ...



10,

1,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

12

Apakah RS Bapak / Tbu selalu melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan

puskesmas?
ya

b. tidak
Apakah kegiatan yang bekenjasama dengan puskesmas dilaksanakan secara
periodik satu tahun sekali?

N ya

b. tidak

¢. lain-tain, sebutkan.. :
Apakah RS Bapak / Ibu selalu menginformasikan secara tertulis kepada
masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemampuyan pelayanan, serta
jumlah empat tidur yang masih tersedia bagi masyarakat vang kurang/ tidak
mampu setiap harinya?

ya

b, tidak
Dengan cara apakah KS menglnforrnasman mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan no. 14. (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

a. loket informasi RS

b. Loket penerimaan pasien rawat inap

¢. Loket penerimaan pasien gawat darurat

d. Loket pembayaran

X (ain-iain , scbutkan. 7> gems~ ~ar gt
Pernahkah RS Bapak / lbu mendapatkan penghargaan atas dilaksanakannyva
fungsi sostal RS?

~. ya

b. tidak
Apakah dalam wnelaksanakan pemernksaan (tindakan medik) dokter selalu
menggunakan alat-alat yang bertzcknologi modern?

‘( ya

b, tidak

¢. lain-lain, sebutkan...
Apakah RS Bapak .’ ibu sering merujuk pasien ke RS lamnnya?

a. va
g. nhdak :
Apakah alasan RS Bapak / Tbu merujuk pasien ke rumah sakit laip? (Dapat

memtlih tebih dar satu jawaban)
4. keterbatasan fasilitas di RS.
b. Berdasarkan pertimbangan medts. pasien dalam keadaar vawat darurat
c. Pasten tidak mau membayar uang muka biava pelayanan
d. Lain-lain, sebutkan. ..
Bagaimanaka® RS mendapatllan dar.a unfuk  menyediakan alat- alat medik,
fastlitas dengan teknologi modem? (Dapat memilih icbih dari satu jawaban)
¥ kredit bank
b, tacif pelayanan kesebatan
¢. bantuan luar negeri
d. donatur



.¢. lain-lair, sebutkan.............. -
15. Bagaimanakah RS membiayai operasionalnya? (Dapat memilih lebih dari satu

jawaban)
a. kredit bank
7;{ tarif pelayanan kesehatan
¢. bantuan luar negeri
d. donatur
e. lain-lain, sebutkan......... .
20. Apakah RS yang Bapak / Ibu pimpin mendapat subsidi dan pemerintah

a. ya

7& tidak

Keterangan ;
Apabila diijinkan mohon. foto copy data ( dokumen ) dihawah ini dilamplrkan

l. Sejarah terdirinya Rumah Sakit

6. Struktur Orgamisasi Rumafi Sakit

7. Data pasien kurang / tidak mampu yang mendapatkan kerincanan / dibebaskan
dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

8. Data kegiatan pendukung pelaksanaan keglatan fungsi sosial rumah sakit

9. Data jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas

10. Data tarif pelayanan nntuk tiap-tiap kelas
11. Data pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain dari rumah sakit bapak / ibu
12. Data pasien yang diryjuk dari ruraah sakit lain ke rumah sakit bapak / Thu

Bandung, 23 Mei 2007

Tim penelitt
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Instalasi Rawat inap

gumch Sakit Muhammadiyah 8andung

menyediakan pelayanan rgwat inop  bagi
paslen yang membutuhkan. Tersedia berbagai
plihan ruang. rawat inap mulal dai Ruang

Super VIP sampai dengantuang kelas |1l

Keias lf
Fasilitas 1 Kamar, 6 Tempat Tidur, 6 Lemari Pasien
Tarif 1 Rp. 65.0(0

Kelas iiE!
f-asflitas  : 1 Kamar, 3 Tempat Tidur, 3 Lemari Pasien
Tarif : Rp. 425.000 .

Kelas ID

Fasilitas 1 Kamar, 2 Tempat Tidur, 2 Lemari Pasien,
TV, Fan Ruangan

Tarif 'Rp. 175.000

Kefas I8

Fasiftas  :1 Kamar, 1 Tempal Tidur, 1 Lemari Pasien,
. Lemari Es, TV, Telepon, Kursi Tamu, AC, Sofa
Tarif : Rp. 275.000

VIP B.DEW! SARTIKA

Kelas iA

Fasilitas  +1 Kamar, 1 Tempat Tidur, 1 Lemari Pasien, 1
Lemari Es, TV, Telepon, Kursi Tunggu, AC
Ruangan, Sofa

Tarif : Rp. 300,000

HISCLASI
Fasilitas .1 Kamar, 1 Tempat Tidur, 1 Lemari Pasien,
1 Lemani Es, TV, Telepon, Kursi Tunggu, AC

* Ruangan, Sofa
Taril : Rp. 250.000

ey
Fasilitas ;1 Tempat Tidur, 1 Lemari Pasien, Lemari Es
Tanif : 465.000

Fasilitas 1 Tempat Tidur, 1 Lemari Pasien, Lemari Es
TV, AC, 30fa, Telepon, Meja Makan, Wateyls
Heater, Dispenser, 1 Set Kurst Kayu

Taif : Rp. 350,000

VIP A DEW! SARTIKA
Fasilitas ;1 Tempat Tidur, Lemar} Pasigs




Pengantar dari Direktur

Bismillaahirrohmaanirrohiim, Alhamdulillaahirobbil'aalamiin,
Allaahumma shalii'alaa Muhammad wa'alaa aaliMuhammad,

Assalaamu‘alaikum warahmatuliaahiwabarakaatuh.

Sehat bukan hanya terbebas dari kelemahan dan sakit saja akan tetapi .
sehat yang meliputi jasmani, rohani, dan sosial sehingga individu atau
keluarga tersebut dapat mengoptimatkarn kemampuan yang ada pada
dirinya. Memang "kesehatan" bukan segala- galanya, akan tetapi tanpa
késehatan segala-galanya menjadi tidak punya arti (health is not every-
thing, but everything is nothing without it). Oleh karena itu, kesehatan
tidak lagi dipandang sebagai biaya, melainkap sebagai investasi.

Sementara itu, rumah sakit tidak bisa lepas dari fungsi sosial. Karenanya,
kesehatan sering menjadi pintu masuk (entry point) suatu maksud ter-
tentu, secara terbuka atau terselubung, kepentingan materi atau spiritual,
mulia atau naif, kepentingan idelogi atau agama, kepentingan individu
atau kelompok. Untuk ituiah, RSA! hadir untuk memenuhi kebutuhan
ummat akan rumah sakit yang profesional tanpa mengesampingkan
nilai-nilailuhur agidah islamiyah. '

Kami berharap agar Company Profile ini dapat memberikan gambaran
umum tentang RS5Af Bandung kepada para rekanan / mitra kerja, investor,
donatur, masyarakat, dan pihak-pihaklain yangmemerlukan.

Sermoga Allah SWT selalu memberi petiunjuk, membimbing dan meridhoi
setiaplangkah kami, hanya kepada-Nya lah kamiberserah diri. .

Bandung, Jui 2005
) WD

dr. H. Rustama Natakusumah, Sp.OG.(K), MM,
' Direktur




LOKASI RSAl

etak Rumah Sakit Al Istamn (RSAI Bandung) berada
di Kota Bandung dengan posisi geografi 6°— 55° LS,
107°BT, 675—1.050 m di atas laut; luas 167,85 km?2.
Berlokasi di JI. Soekarno-Hatta No. 644 Kelurahan
Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung.

SEJARAH SINGKAT RSA{ BANDUNG

Merupakan salah satu amal usaha lbu-Ibu BKSWI
Jabar (Badan Kerja Sama Wanita Islam Jawa
Barat) dengan membentuk Badan Hukum Yayasan
RS Islam BKSWI Jabar, dibantu berbagai oihak
sehingga menjadiseperti sekarang.

Mulai dioperasionalkan 1 Agustus 1990, saat
diresmikan luas bangunan masih sekitar 1.200 m’,
hanya memiliki 28 tempat tidur. Kepercayaan
masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat,
baik masyarakat penyumbang maupun pasien,
dalam hal ini terlihat dari sumbangan-sumbangan
yang terus mengalir dari masyarakat.

Tahun 1994 dibangun OGedung Firdaus maka
kapasitas merjadi 20 tempat tidur, menyusul
kemudian dibaiigun Gedung Raudhoh ruang
perawatan VIR




Dengan adanya bantuan pinjaman dana dari Islamic
Development Bank (IDB) dan juga pada hakekatnya karena
adanya pertolongan dari Allah SWT. Alhamdulillah pada
. 1 November 1997 RSAI telah memiliki gedung tambahan
berupa gedung perawatan 6 lantai yang diberi nama Gedung
Ibnu Sina, sehingga RSAl memiliki kapasitas
275 tempat fidur. Pengoperasiannya secara
bertahap disesuatkan dengan kunjungan
pasien dan kemampuan RSAI.

Juli.2002 sampai 23 Maret 2003 difakukan
renovasi Gedung Rawat Jalan terdiri dari 3
lantai dengan dana sumbangan dari berbagai
pihak.

Di tahun 2003 RSAI telah memiliki Medical Check Up Centre,
dimana hampir seluruh kegiatan check up dilaksanakan di
tempat ini, ¢an Alhamdulillah pada tahun 2004 dilakukan
renovasi Gedung Unit Gawat Darurat yang diharapkan
memberikan pelayanan yang cepat. tepat dan aman serfa
kenyamanan bagi para pelanggai:.



Misi =

1. Menerapkan nilai-nilai !_siam G o‘alam seluruh asp_k péfayanan danmana jemennya
2. Menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasxonal = :

3. Mengembangkan sumberdayamanusiayang dimilikinya. = -
4. Memberikan kepuasan konsumenyangomlmal secaraterus menerus -
5. Meningkatkan kese Jahteraan karyawan :

Falsata
‘Unggul berarti RSAl terke muka dan berkualitas prima

Pengertian Islamidiantaranya :
i+ Secaraindividu maupun unit kerja sebagai pen gejawantahan bahwalslam |tu;
*rahmatan lil"aatamiin
> Secara operasional berpegan goada suratAl'Ashr:
“Beriman, beramal saleh, saling menasihatidalam kebenaran dan kesabaran™ .

Tujuan

;1. RSAl yang berstandar kualitas pelayanan tinggi dan menjadikan kedekatan pada konsumen

sebagai prioritas utama
2. Total Quality Management sebagai jiwa perusahaan caiam meningkatkan klner]a dan kualitas

i secara berkelanjutan.
3. RS Al Istam Bandung mampu beradaptasi terhadap perubahan internal maupun eksternal
yang menuntut terbentuknya pola pikir dan sikap yang berbeda dari sebelumnya, sesuai

4.RS A -Klam rnempurlyal straiegi yang ‘epat pada tingkat perusahazin maupun tingkat
fungsional bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan mengadopsi pensip-prinsip
manajemen yang terbaru dan pemanfaatan peluang yang memberikani riilai tambah terbesar
bagi pencapaian tujuan.

. Sefiap unit kerja sadar akan pendapatan dan biaya dengan tidak mefupakan sisi keadilannya.
Terciptanya perhatian y ang proposional terh: dap kebutuhan kaum dhuafa dan agniya dengan
tetap memperhatikan sumber daya yang dimiiixi c!ch Rumah Sakit Allslam Bandung.

7. RSAl mempunyai sumber daya manusia yang unggul dengan kemampuan profesionalisme

tinggi dengan memperhatikan kode etik profesinya

8. RSAl mempunyai karyawan yang loyai dan mempunyai komitmen yang tinggi.

I



Budaya Organisasi

L

o

RSAl adalah sarana kami untuk beramaf dengan ikhlas
untukmencaririgha Allah SWT.

. Kesungguhan, kejujuran, keramahan, onafita-s, disiplin

daninovatif, adalah karakter kami.

Meningkatkap profesionalisme adalah bagian h[dup kami.
Efektlﬂas dan efisiensi selalu kami upayakan tanpa me-
ninggalkan azaskemanusiaan.

Kepuasan konsumen adalah prioritas kami.

Berprasangka baik dan memuliakan oranglain adalah jiwa
Kami.

Kesabaran, keterbukaan, ketauladanan dan -keadilan
adalah watak kepemimpinan karmni.

Sasaran

05-BR/10JB / 55-17 20-A

Maksudnya “Urnggul dan Islami Dalam Peiayanzn dan Pe-
ngelolaan” secara kewilayahan :

— Tahun 202¢ Asia

— Tahun 2005 Bandung Raya
— Tahun 2010 JawaBarat
— Tehun 2015 Indenesia

Dasar Operasional

A.OPTIMALISASIPEMBERDAYAAN SUMBERDAYA

DASAR

- Sumber Daya Manusia
— Material

— Sistemn

Finansial

COPTIMALISASIPILAR FUNGSIONAL

— Jdangjemen

— Pelayanan

— Pendidikan

~ Penelitian

— Sistem Informasi
— Markeling



Struktur Organisasi

ey
Kamite Komite
Kep.' : Medik

Panilia-Panitia

Koordinator
Bagian/5hAF

Kcite
Ke-oh.

~ayasan RS Islam BKSWI|

o

Jabar

REKTUR

VWAKILDIREKTUR

— (. B: {=peraw.ziz-
— D5 dstem Info.
— £ B izm Umnim
— R gz I

— G B Lsuc & AL
——  H.Hig angg. & Axlal
— L Bid. _zgistik

L ). Bid. 3o

K. Ine Kzrohanizn

.~ L Insi Silalit

Direksi RSAI

Flesmns

-

(¥

S

10

11

12

- Inst.

. Inst.

. Inst,

i lnst.

. Inst.

Rawat Darurat

Sedah Sentral

Rmwat Jalan

Rawat Intensil

Obstetri &

Ginexologi

_inst.

7onst.

. Inst.

. nst.

. Inst.

. Inst.

. Insk.

. lnst.

. Inst.

Al & HC

A._'lak

Gigi & Mulul
Rehab. Medik I_
Lab

Radiologi
Farmasi

Gizi

rMCL

SFPI



Susunan Kepengurusan

1. Sdsupan Pengurus BKSWI Jabar Periode 2001-2006

Penasehat ' : Hj. Siti Rogayah Buchorie

Hj. Kurnia Yahya
Ketua Umum :  Dra. Nan Rabminawati, M.Pd.
Ketua | : Hj. Atjeu Siti Barnasih Dachyat
Ketua 11 : Hij. Siti Aisyah Muttagien
Ketua [1] : Dra. N. Hendarsyah AR.
Sekretaris Umum : Dra. Hj. Mutia Umar
Sekretaris | : Hj. Rosmita '
Bendahara Umum @ Hj. Tuti Sudirjat
Bendahara | . Hj. Anny Rosyida

2. Susunan Pengurus Yayasan RS Iclam BIKSWI Jabar Periode 2001-2C0¢ -

Badan Pembina : BKSWI Jawa Barat {Ex Officio Unsur Pengurus Harian)
- 1. Dra. Nan Rahminawati, M.Pd.
2. Hj. Siti Rogayah Buchorie
3. Hj. Atjeu Siti Barnasih Dachyat
Badan Pengawas : Hj. Siti Aisyai Muttagien
Dra. N. Hendarsyah AR,
Eadan Pengurus

Ketua | . letjend. (Purn.) H. Achmad Tirtosudiro
Ketua | 1L H. Gartina Dendadipura, $!1 :
Ketua ! . Prof. DR, Hj. Tati S. Joesron, SE. M.
Ketua ([ . fFrof. DR. Ir H. Sandi A. Siregar, M.Arch
Sekretaris : Lnden Berlian [khwanti, SE

Bendahara © Hi. Tuti Sudirjat

Bidang Medis dan Perumahsaxitan :
) dr. H. Ekih D. Kombes.Pol. (Purn) Djajaprawira, SpB. FInaCs
Penanggung Jawab Bidang Keorganisasian : | |
Hj. Siti Rukoyah Kosidin, 5H



3.

Susunan Direksi Rumah Sakit Al {slam Bandung Periode 2003-2008

1.Direktur - :dr.H. Rustama Natakusumah, Sp.OG (K}, MM

- . 2. Wakil Direktur ' . 1 -drH HerrySetya Yudha, Sp.B. FinaCS,MBA

Masih dalam taraf awal

- Susunan Komite Medik RSAI Bandung

Ketua - :drH. Warko Karnadihardja, Sp.B,KBD.T
Wakil Ketua :dr. H. HusiHusaeni, Sp.An

Sekretaris © dr.Rokayah

Anggota : SMFdan Panitia-Panitia

Komite Keperawatan

Komite Kerohanian

tAasih dalam taraf awal

dr. H, \arko Karnadihard;a, $p.3.KBD.T
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Sumber Daya Manusia

Dokter umum

Dokter spesialis
- Penyakit Dalam
-Anak -

- Bedah Umum

- Bedah Orthopedi

13 orang

2orang
4 orang
r2orang
1 orang

- Kebidanan & Kandungan : 4.crang

- Anestesi

- Radiologi

- Patologi Klinik
~Jantung

- Syaraf

-THT

Dokter gigi

Dolkter umum

Dokter spesialis
- Penyakit Dalam
-Paru

- Bedah Digestive
- Bedah Orthopedi
- Bedah Syaraf

- Bedah Anak

- Bedah Onkologi
- Bedah Umum

- Bedah Urologi

- Bedah mulut & Gigi

-Anak

- Kebidanan

- Penyakit Syaraf
- Kulit & Kelamin
-Mata

THT

- Radiologi

- Rehab Medik

2 orang
1 orang
1Torang
1 orang
1 orang
1 orang
3 orang

14 orang

5 orang
2 o0rang
5orang
1% orang
6 orang
2orang
Z2orang
4 orang
3 orang
5orang
7 orang
4 orang
6 orang
4 orang
6 orang
3 orang
5orang
3orang

- Jantung/Cardiolog

- Ahli Gizi
- Anesiesi

- Patologi Anatomi

~Gigi
-liwa

Dokter umurm

Dokter spesialis
- Penyekit Dalam
- Bedah Digestive
- Beda’ Vaskuler
- Bedah tJmum

- Bedah Thorax

- Bedah Uralogi

- Bedah Plastik

- Bedah nulut
-ANnEx

- Kebidanan

- Radiclogi

- Rehah medik
~ Orthopedi

- THT

- Jantung

Perawat

-5t

- Akper

-AKG

-SPK

Jumlah

Bidan (D1 & D3}

]

1 grang
2 orang
5 grang
4 orang
4 orang
4 orang

2 orang

8 orang
-3 orang
2 orang
5 grang
3 orang
1 orang
3 orang
3 orang
9 crang
18 orang
2 orang
1 crang
1 orang
1 orang
1 orang

10 orang

: 203 orang
3 orang

32 grang

» 248 orang
13 orang

: 277 orang

(Apoteker, Akuntan, Sarjana Tekntk,
Psikolcz, Sarjana Sosial, pelaksana

administrasi, dl.)
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Alctifitas Pelayanan:

D. Pelayanan Lain-lain

A. Rawat Jalan Lain-!2ain
SMF Umum & Gigi -Konsftasi Psikologi - Hemodialisis
-Konsultasi Kerohanian - Homecare

- Klinik Akupuntur

- Klinik Gigi & Mulut
- Klinik Umum JPKM
-Klinik Umum

SMF Medilc

- Klinik Anak

- Kliriik Penyakit Dalam

- Klinik Gizi '

- Klinik Jantung &
Pembuivh Darah

- Klinik jiwa

- Klinik Kulit, Kelamin &
Kaosmetik

- Klinik Penyakit Paru

- Klinik Rehab Medik

- Klinik Syaraf

- Klintk Tumbuh Kembang

SAAF Bedah

- Klinik Khitan

- Klinik Bedah Anak

-Kfinik Bedah Digestive

- Kiinik Mata

- Klinik Bedah Mulut

- Klinik Bedah Onkologi

- Klinik Bedzh Plastik

- Klinik Bedah Syaraf

-Kiinik THT

-Klinik Bedah Tulang

- Klinik Bedah Umum

- Klinik Bedah Urctogi

- Klinik Kebidanan &
Kandungan (BKIA & KB)

. Ravwat Inap
-.Pergvsatan kelas 1

-Perav.atan kelas 2
-Perav. atan kelas 3
-Perav.atan VIP

.Pelayanan 24 Jam

-Ambilance Gawat
Darurzat )

-Ambe ance transportasi

-Kendzraan lenazah

-Bank Darah
-Laborztorium
-Radic ogi
-Farmasi/ Apotek
SHCU

-1ICU

-NICU

-Ooerzsi Elektif, Cite &
One Day Surgery
-Persalinan
-Perinazologi

-Unit Gawat Darurat

-Pemulzsaraan Jenazzh

Kiinik Be = <h Tulang

E. Medical Check Up
- Paket Standar
- Paket Eksekutif -
. -Paket Khusus

FE Pembinaan klub sehat

2Fa - — L

Kiub Senam R3Al
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Akreditasi & Penghargaan

Bandung, tahun 2004

AKREDITASI

Novemnber 1998
mendapat status AKREDITASI penuh untuk 5 standar

pelayanan ]

Januari 2003
memperoleh AKREDITASI LANJUTAN untuk 12

standar pelayanan

Agustus-2004

mendapat Sertifikat Sarana Kesehatan Pemeriksa
Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan
bekerja ke luar negeri

PENGHARGAAN

Juara Il Lomba RS Sayang Bayi & Puskesmas Tingkat
Propinsi Jawa Barat, tahun 1994

juara Il Lomba RS Sayang Bayi Swasta Tingkat
Propinsi Jawa Barat, tahun 1995

P2AS! "Baby Friendly" dari WHO & UNICEF, tahun
1995

Penampilan Kinerja Terbaik Pertama Tingkat Nasional
Tahun 1997

Tahun 1995

Juara | Lomba RS Swasta tingkat Propinsi Jawa Barat,
tahun 1997

Penampilan Kinerja Terbaik Ketiga Tingkat Nasional,
tahun 2000

Juara | Lomba RSU Berprestasi Ti'ngkat Kota
Bandung, tahun 2003

Peringkat | Lomba Kebersihan dan Kesehatan
Lingkungan Antar Rumah Sakit tingkat Kutamadya




